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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN) DI KECAMATAN
LUBUKLINGGAU SELATAN I KOTA LUBUKLINGGAU

TAUFIK HIDAYAT
taufikhidavatmap@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Subsidi Beras bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
Kota Lubuklinggau, dengan melihat proses implementasinya dan melihat faktor-
faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan program. Untuk
menganalisis implementasi kebijakan ini digunakan model implementasi
kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu standar dan
sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, disposisi, karakteristik agen
pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Metode penelitian yang
digunakan adalah kualitatif dan dengan teknik analisis data yang digunakan
adalah teknik deskriftif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
kepada sumber data yang dicari dengan menggunakan teknik Purposive Sampling.
Dan didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen,
buku dan catatan-catatan yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik
pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Implementasi
Penanggulangan Kemiskinan melalui Program subsidi beras bagi masyarakat
berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I secara umum telah
dilaksanan sesuai dengan standard aturan yang telah ditetapkan dilihat dari
tahapan-tahapan program sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ada,
para pelaksana telah melaksanakan semua yang tertuang dalam petunjuk
pelaksanaan ini menunjukkan menunjukkan adanya kepatuhan pelaksana pada
aturan pelaksanana yang ada. Ini terlihat dari hampir semua tahapan-tahapan
proses implementasi telah dilakukan oleh pelaksana program mulai dari
pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan verifikasi penerima bantuan/perubahan daftar
DPM, pembagian kartu raskin RTS-PM, proses pembagian beras raskin,
mekanisme pengaduan, monitoring dan evaluasi seperti yang tertuang dalam
aturan pelaksanaan. Namun demikian selama pelaksanaan masih terjadi hal-hal
yang belum sesuai dengan harapan. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan
Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I adalah hambatan tentang
standar kebijakan yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara utuh dan dan
sasaran kebijakan dari program ini (penerima manfaat) yaitu rumah tangga miskin
yang belum tersentuh secara keseluruhan dan perlu dilakukan pendataan ulang,
tidak dianggarkannya pagu alokasi beras subsidi (raskin) tambahan dalam APBD
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF POVERTY POLICY THROUGH SUBSIDY
RICE PROGRAM FOR LOW-INCOME COMMUNITY (PROGRAM
RASKIN) AT LUBUKLINGGAU SELATAN I SUB-DISTRICT
IN LUBUKLINGGAU CITY

TAUFIK HIDAYAT
taufikhidayatmap@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

The purpose of this study is to analyze the implementation of Poverty
Reduction policy through Rice Subsidy Program for Low Income (Program
Raskin) at Lubuklinggau Selatan I Sub-district in Lubuklinggau City, by looking
at the implementation process and the factors that support and hamper the
implementation of the program. To analyze the implementation of this policy used
the policy implementation model by Van Meter and Van Horn are the standard
and target of policy, resources, communication, disposition, characteristic of
implementing agent and economic, social and political environment. The research
method used is qualitative and with data analysis technique used is descriptive
technique. Technique of collecting data is done by interview to source of data
sought by using technique Purposive Sampling technique. And supported by
secondary data obtained from documents, books and notes related to the research
theme. Data collection techniques are interviews and documentation.

Based on the results of the research can be seen that the Implementation
of Poverty Reduction through Rice subsidy program for low-income communities
in Kecamatan Lubuklinggau selatan I in general has been implemented in
accordance with the standard rules that have been defined seen from the stages of
the program is in accordance with existing implementation guidelines, the
implementers have carried out all that is contained in the implementation
instructions this indicates that there is compliance with the implementing rules.
This is evident from almost all the stages of the process that has been done by the
implementer of the program starting from the implementation of socialization,
implementation of beneficiary verification / DPM list change, the distribution of
Raskin RTS-PM card, the process of distributing raskin rice, complaints,
monitoring and evaluation as stipulated in the implementation rules. But as long
as the implementation is still happening things that are not in line with
expectations. Some obstacles in the implementation of Raskin Program in
Kecamatan Lubuklinggau Selatan I are obstacles to policy standards that have not
been fully implemented and the policy goals of this program (beneficiaries) are
poor households that have not been touched as a whole and re-data collection
needs to be done. The non-budget allocation of additional subsidized rice (raskin)
allocations in the APBD that implies a shortage of allocation ceilings for RTS-PM
in line with changes in socio-economic conditions, there are still communication
factors that are not smoothly between the Coordination Team District, Kelurahan,
Perum Bulog and the implementation of raskin distribution in some sub-districts,
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so that the delay of rice allocation in some kelurahan and the existence of
subjectivity in the determination of the List of Beneficiaries (DPM) in the Raskin
program so that the purpose and the target of raskin is still less on target, less
optimal job distribution in each work unit which have the role of the Coordination
Team District membership in both the supervisory and complaints function as
well as the obstacles of the economic factors of the community so that there is still
delay in the distribution of rice in some sub-districts due to the delay in depositing
the HTR money from the RTS-PM. Therefore, in supporting the smooth
implementation of Rice Subsidy Program for low-income people in Kecamatan
Lubuklinggau Selatan I Lubuklinggau City, it is necessary central role of
Government in maintaining economic stability in society, optimizing the function
of coordination among stakeholders, the implementation of effective evaluation so
that the future obstacles that existed and experienced by the community related to
the implementation of rice subsidy programs for low-income communities can be
resolved, as well as the pro-poor budgeting budget policy.

Keywords: Implementation of Public Policy, poverty reduction, program raskin
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BABIV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
Hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan gambaran objek penelitian
ini, meliputi sebagai berikut : keadaan geografis, keadaan demografi, keadaan
sosial budaya dan ekonomi di Wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1.
1. Keadaan Geografis
Letak Geografis Kecamatan Lubuk Linggau Selatan [ berada di
sebelahselatan Kota Lubuklinggau di hilir sungai kelingi dan luas daerahnya
8.515 Ha dengan batas — batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan
Propinsi Bengkulu
- Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kecamatan
Lubuklinggau Selatan I

- Sebelah Selatan berbatas dengan Propinsi Bengkulu

Secara administrasi, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I terbagi menjadi
7 Kelurahan dan 50 RT (Rukun Tetangga) yang pembagiannya dapat dilihat pada

tabel 4.1 berikut ini :

77
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a. Pendidikan

Keberadaan sekolah pada dasarnya merupakan  salah satu upaya
dalamrangka menyediakan fasilitas pendidikan bagi masyarakat untuk
meningkatkan pendidikan masyarakat tersebut. Kecamatan Lubuklinggau Selatan
I memiliki 6 Taman Kanak-kanak (TK)yang dikelola oleh swasta. Jumlah Sekolah
Dasar (SD)sebanyak 12 yang semuanya merupakan SD Negeri. Di kecamatan ini
juga terdapat 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 dua diantaranya adalah SMP
swasta, 1 SMA negeri, 1 SMA swasta, dan 1 SMK swasta. Di Kecamatan
Lubuklinggau Selatan I juga terdapat dua. perguruan tinggi (PT)swasta dengan
tenaga pengajar yang cukup memadai, yaitu STIE Mura dan STMIK Mura,
Jumlah mahasiswa tahun ajaran 2014/2015 pada kedua PT, yaitu STIE Mura
sebanyak 895 laki-laki dan 816 perempuan serta STMIK Mura sebanyak 843 laki-
laki dan 312 perempuan. Tahun 2015 STIE Mura meluluskan 410 mahasiswa dan
STMIK Mura 105 mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan.

b. Kesehatan dan Keluarga Berencana

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, berbagai
fasilitas keschatan terus ditingkatkan. Namun, di Kecamatan Lubuklinggau
Selatan I baru terdapat fasilitas kesehatan berupa 1 puskesmas, 4 puskesmas
pembantu, dan 4 empat praktek bidan. Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2015
juga belum memadai, hanya ada 10 bidan, 6 perawat, dan 17 dukun bayi.
Peningkatan pelayanan kesehatan juga dilakukan melalui peningkatan peran serta
institusi masyarakat pada tingkat administrasi terendah, yaitu kelurahan melalui
kegiatan Posyandu. Setiap kelurahan memiliki satu posyandu. Program Keluarga

Berencana 2015 telah menunjukkan keberhasilan yang berarti. Seba;gian besar
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pasangan usia subur (PUS)di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I telah menjadi
akseptor KB. Dari 3.117 PUS yang ada, 2.559 di antaranyamerupakan akseptor
KB atau sekitar 82,10 persen. Secara absolut akseptor KB terbanyak berada di
Kelurahan Lubuk Kupang, mencapai 735 PUS. Adapun, secara persentase
Kelurahan Lubuk Binjai dan Lubuk Kupang merupakan kelurahan dengan
persentase aicseptor KB terbanyak, mencapai 88,98 persen. Keberhasilan progrz;m
KB tidak bisa dilepaskan dari keberadaan sarana dan prasarana, seperti
Puskesmas, Pustu, Posyandu, dan dukungan dari tenaga pelayanan/penggerak
seperti PPKBD, PPLKB dan PLKB, éerta keterlibatan institusi masyarakat seperti
Sub PPKBD dan Kelompok KB.

¢. Agama

Pembangunan bidang keagamaan merupakan aspek yang penting
dalamrangka pembangunan manusia seutuhnya. Hal ini tidak terlepas dari sarana
tempatibadah yang memadai. Pada tahun 2015 jumlah tempat ibadah umat Islam.
diKecamatan Lubuklinggau Selatan I terdiri dari 19 masjid dan 13
suraw/langgar.Sedangkan tempat ibadah umat yang lain, seperti gereja dan vihara
tidak ada di wilayah ini.

d. Kesejahteraan Sosial

Jumlah keluarga yang termasuk dalam kategori pra sejahtera pada tahun
2015sebanyak 668 keluarga atau sekitar 17,20 persen dari seluruh keluarga yang
ada diKecamatan Ltibuklinggau Selatan 1. Keluarga kategori sejahtera I berjumlah
681keluarga. Kategori keluarga sejahtera II sebanyak 902 keluarga, kategori
sejahtera Il sebanyak 1.590 keluarga, dan kategori sejahtera III plus ada 42

keluarga.
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B. Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan

Rendah (Program Raskin) di Kecamatan

Dalam implementasi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

Kota Lubuklinggau ini, yang berdasarkan kepada Buku Pedoman Umum dan

Buku Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Raskin di Kota Lubuklinggau secara

garis besar proses implementasinya dapat dijelaskan meliputi tahapan berikut ini :

1.

3.

6.

Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program.
Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan.

Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM.

Proses pembagian Beras Raskin.

Pengaduan.

Monitoring dan Evaluasi.

Secara Nasional, Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan

Rendah (Program Raskin) sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 hingga saat ini.

Begitu juga di Kota Lubuklinggau, Program ini sudah berlangsung di Kota

Lubuklinggau sejak tahun 2008 hingga tahun 2016 (Sumber: DDA, 2016). Hal ini

dikemukakan oleh Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang Perlindungan dan

Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si sebagai berikut:

“Program Raskin ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang sudah
dilaksanakan sejak Tahun 2008 hingga saat ini, dulunya Program ini di
bawah koordinasi Bagian Perekonomian Setda. Sejak Tahun 2012 hingga
sekarang koordinasinya di bawah Dinas Sosial.” (Wawancara dengan Bpk.
Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)
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Pelaksanaan Program Raskin ini merupakan subsidi pangan dalam bentuk
beras yang peruntukkannyﬁ bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai
upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Keberhasilan
program raskin ini diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 T : tepat
sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat
administrasi. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin
dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,- perkg netto di Titik Distribusi (TD).

Sebagai gambaran lengkap tentang implementasi pelaksanaan Subsidi
Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kecamatan
Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau dengan tahapan-tahapan
pelaksanaannya adalah (1) Sosialisasi Program; (2) Pelaksanaan verifikasi data
penerima bantuan; (3) Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM; (4) Proses
pembagian Beras Raskin; (5) Pengaduan; dan (6) Monitoring dan Evaluasi. Yang
pelaksanaannya dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Program

Langkah awal dalam melaksanakan suatu program tentunya dilakukan
sosialisasi terlebih dahulu, Dalam tahap ini masyarakat diberi informasi tentang
Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin)
tersebut. Proses sosialisasi merupakan salah satu proses yang penting dalam
implementasi program, karena melalui sosialisasi ini pelaksana kebijakan,
stakeholders dan masyarakat akan mengetahui secara jelas apa makna dan tujuan
program yang dilaksanakan, serta bagaimana pelaksanaannya.

Keberhasilan sosialisasi dalam hal ini Program Raskin ini akan bergantung

pada kemampuan aparat pelaksana baik dari Lingkungan Pemerintahan Daerah
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dan Pusat (Kansilog Bulog Kota Lubuklinggau), Kecamatan maupun kelurahan
beserta bawahannya dalam menyampaikannya kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin, agar dapat berjalan dengan
lancar serta sekaligus untuk lebih menyamakan persepsi baik bagi para pelaksana
program maupun pada kelompok sasaran, maka diadakan sosialisasi atau
penyampaian program dimana kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara
berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai dengan kelompok sasaran.

Dijelaskan dalam pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan raskin bahwa
dalam peluncuran dan sosialisasi Program subsidi beras bagi masyarakat
berpenghasilan rendah :

l. Sosialisasi Pedum dan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran,
yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah.

2. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah di provinsi, kabupaten/kota dapat dilaksanakan
tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional.

3. Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi
Komunikasi yang terdapat pada Lampiran Pedum Subsidi Beras Bagi

Masyarakat Berpendapatan Rendah.
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4. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan

Rendah di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah,

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang

diterapkan dalam menyosialisasikan Program Raskin/Rastra kepada berbagai

khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program Raskin/Rastra

dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra secara betjenjang dan

memerlukan perencanaan bersama antara K/L dan SKPD anggota Tim Koordinasi

Raskin/Rastra serta kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan

dengan efektif dan bersinergi.

A. Tujuan

L.

Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program Raskin/Rastra
secara utuh dan komprehensif

Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan
bahwa Program Raskin/Rastra merupakan program bersama yang
menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak.
Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan
untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra agar dapat
mencapai tujuannya.

Sasaran

Sasaran strategi Komunikasi Program Raskin/Rastra meliputi pemangku

kepentingan yang bervariasi yang secara umum terdiri dari masyarakat umum,

penerima manfaat program (RTSPM), instansi/lembaga terkait pelaksanaan

program (K/L ditingkat pusat, atau SKPD di tingkat dacrah yang terlibat dalam
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Tim Koordinasi Raskin/Rastra), kelompok pendukung serta pemangku

kepentingan lainnya (TKPK, DPRD, Lembaga Donor, TKSK, LSM dll).

C. Metode

1.

Penyebaran informasi, merupakan penyampaian informasi secara masif
dan intensif kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan
berbagai saluran komunikasi. Tujuan kegiatan ini adalah membangun
pemahaman yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar,
kebijakan dan mekanisme Program Raskin/Rastra secara keseluruhan,
sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup
untuk berpartisipasi secara aktif mengawal pelaksanaan Program
Raskin/Rastra.

Persuasi, pada prinsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran
informasi sebagaimana diuraikan pada butir ! di atas. Bedanya dalam
kegiatan persuasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk
membangun keberpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program

Raskin/Rastra.

. Advokasi, dilakukan dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen

para pemangku kebijakan Program Raskin/Rastra. Dengan demikian, para
pengambil keputusan akan lebih memahami pentingnya Program
Raskin/Rastra dan mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan
penuh dalam pelaksanaan dan pengawasan ProgramRaskin/Rastra.
Materi/Pesan

Materi/pesan yang dapat disampaikan pada komunikasi dan sosialisasi

Program Raskin/Rastra adalah sebagai berikut:
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a. Sejarah Program Raskin/Rastra.

b. Tujuan, manfaat dan sasaran Program Raskin/Rastra.

c. Pagu Raskin/Rastra dan Kepesertaan Program Raskin/Rastra.

d. Aspek kelembagaan Program Raskin/Rastra, terkait pembagian peran dan
tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin/Rastra di
berbagai tingkatan (pusat dan daerah).

e. Aspek perencanaan dan penganggaran Program Raskin/Rastra.

f. Mekanisme pelaksanaan Program Raskin/Rastra, termasuk di dalamnya
mekanisme penyaluran beras Raskin/Rastra.

g. Indikator kinerja Program Raskin/Rastra.

h. Mekanisme pengaduan Program Raskin/Rastra.

i. Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra.
Sekretariat Tim Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Program Bantuan

Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau
melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si
menjelaskan sebagai berikut :
“...untuk peluncuran dan sosialisasi tingkat Kota kami lakukan dengan
mengundang Kepala Kansilog Bulog Kota Lubuklinggau yang dihadiri
oleh Camat, Bappeda, TKSK, Bagian Perekonomian dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau yang kami laksanakan di ruang
rapat Pemerintah Kota Lubuklinggau, nantinya pihak Camat akan

meneruskannya ke Lurah di wilayahnya masing-masing....”
(Wawancara dengan Bpk, Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)

Disampaikan juga oleh Kepala Kansilog Bulog Kota Lubuklinggauyang
diwakili oleh Bapak Ali (Bagian Distribusi) sebagai berikut:

“..setiap tahun dan sesuai pedumnya di tingkat Pemerintah Kota kita
hadir sebagai bagian dari Tim Koordinasi Raskin dan turut menjelaskan
hal teknis tentang mekanisme penyaluran dan kuota alokasi raskin yang
kami terima dari Kementrian Sosial dan SK Gubernur tentang Pagu
Alokasi Raskin...” (Wawancara dengan Bpk. Ali,31/03/2017)
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Proses sosialisasi akan berkisar pada apa yang ada dalam petunjuk teknis
program. Dalam sosialisasi dijelaskan mengenai latar belakang, sasaran, tujuan
dan jumlah alokasi beras yang diterima di Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan (SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor
701/KPTS/IV/2014 tentang Pagu Alokasi Program Bantuan Beras untuk Rumah
Tangga Miskin Kab./Kota Tahun 2015). Dijelaskan juga oleh Sekretariat Tim
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Program Bantuan Beras Untuk Rumah
Tangga Miskin Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau melalui Kepala Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si sebagai berikut :

“...dalam sosialisasi ini disampaikan alokasi beras yang diterima di Kota

Lubuklinggau serta permasalahan yang dihadapi dalam rangka perbaikan

kedepan, karena program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun secara

teknis Camat dan Lurah sudah tahu teknis pelaksanaan dan permasalahan
yang dihadapi...” (Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Sj,

29/03/2017)

Sedangkan untuk setiap Kecamatan di Kota Lubuklinggau sosialisasi ini
dilaksanakan di Kecamatan masing-masing. Sebagaimana lokus dalam penelitian
ini adalah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, dalam pelaksanaan Sosialisasi
Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sama halnya Sosialisasi
yang dilaksanakan di Tingkat Kota juga disampaikan kebijakan, program dan
mekanisme pelaksanaan sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis dan
kebijakan yang telah disampaikan di Sosialisasi tingkat Kota. Sebagaimana
disampaikan Oleh Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani sebagai berikut:

« ..untuk daerah Selatan I, sosialisasi raskin kami laksanakan sesudah tahu

pagu alokasi beras untuk masyarakat miskin di kelurahan kami dan

penerimanya dan sudah ada juknisnya. Kami undang Lurah-Lurah.

Nantinya Lurah dan perangkatnya sendiri yang meneruskan informasi ini

ke RT nya dan masyarakat yang menerima...” (Wawancara dengan Bpk.
Sarjani, 30/03/2017)
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Hal ini dijelaskan juga oleh Lurah melalui Sekretaris Lurah dari Kelurahan
Rahma Bapak Sudarso sebagai berikut :

«_sosialisasi di Kecamatan Selatan [ kami laksanakan di Kantor

Kecamatan, biasanya dilaksakan di awal tahun triwulan pertama sesudah

keluarnya daftar penerima dan pagu alokasi beras raskin. Setelahnya kami

sampaikan ke RT daftar penerimanya...” (Wawancara dengan Sudarso,
30/03/2017)

Sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan program raskin dan petunjuk
pelaksanaan program raskin memang kegiatan peluncuran dan sosialisasi ini
dilaksanakan mulai dari tingkat Pusat oleh Menteri Koordina;cor Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh
Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Provinsi
Sumatera Selatan, di Tingkat Kota Lubuklinggau dilaksanakan oleh Tim
Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Kota
Lubuklinggau' dan di Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi
Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Kecamatan.

Kegiatan peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Selatan I dilaksanakan setiap
tahunnya, Hanya saja penyampaian informasi pelaksanaan sosialisasi di tingkat
Kelurahan dan RT diserahkan kepada Kelurahan masing-masing. Disampaikan
juga oleh Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani sebagai berikut:

“...program raskin ini dilaksanakan bertahun-tahun jadi tidak ada rr;asalah

dalam penyampaian ke masyarakat, ketika sosialisasi di Kecamatan sudah

terlaksana Lurah dan perangkatnya tinggal melaksanakannya sesuai

dengan juklak...” (Wawancara dengan Bpk. Sarjani, 30/03/2017)

Disampaikan juga oleh Lurah melalui Sekretaris Lurah dari Kelurahan
Rahma Bapak Sudarso sebagai berikut :

“..juklak kami terima dan kami akan laksanakan sesuai dengan perintah
dari Camat. Di Kelurahan tidak kami laksanakan secara formal. Karena ini
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program tahunan maka RT dan masyarakat penerima kami kira sudah tahu
seperti apa programnya...” (Wawancara dengan Sudarso, 30/03/2017)

Dalam tiga cara dominan dalam keberhasilan implementasi menurut Ripley
and Franklin, keberhasilan implementasi kebijakan menurut dinilai dari : Bahwa
keberhasilan implementasi harus diukur df.-ngan tingkat pemenuhan pada bawahan
kepada atasan birokrasi mereka, atau dengan gelar pemenuhan pada bagian dari
birokrasi secara umum dengan mandat khusus. Sebuah perspektif kedua
berpendapat bahwa kesuksesan implementasi ditandai dengan lancarnya berfungsi
rutinitas dan tidak adanya masalah. Dan perspektif ketiga, yaitu bahwa
implementasi sukses mengarah kepada kinerja yang diinginkan dan dampak dari
program apapun yang dianalisa, yang terkandung dalam Undang-Undang,

Dari semua uraian diatas nampak bahwa dalam tahap pelaksanan
peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah baik di Tingkat Kota Lubuklinggau dan Kecamatan
Lubuklinggau Selatan I telah berjalan dengan baik. Dan informasi dapat diterima
dengan baik oleh aparatur dan perangkat di Wilayah Kecamatan Lubuklinggau
Selatan L. Baik Lurah, RT dan masyarakat penerima. Hanya saja karena program
ini dianggap sifatnya tahunan maka di tingkat Kelurahan, RT dan masyarakat
penerima maka kegiatan sosialisasi ini tidak dilaksanakan secara optimal karena
RT dan masyarakat dianggap sudah tahu tentang program dan petunjuk

pelaksanaannya.
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2. Pelaksanaan Verifikasi Data Penerima Bantuan

Pelaksanaan verifikasi data dibutuhkan karena data yang digunakan adalah
data tahun 2011 yang bersumber dari data PPLS 2011 (Program Perlindungan
Sosial yang diverifikasi oleh Badan Pu;sat Statistik Tahun 2011.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan
rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga
Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain
itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam
pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Data yang sudah berumur 6 tahun tentunya sudah kurang valid dan kurang
relevan lagi jika digunakan. Salah satu tahapan dalam penyaluran beras
berpendapatan rendah Kecamatan dan Kelurahan adalah adalah verifikasi data
atau dalam juknisnya adalah tahapan penetapan dan perubahan daftar penerima
manfaar (DPM). Verifikasi data dimaksukan untuk memperbaiki data.

Penetapan Kuota Raskin ini berskala nasional sampai dengan tingkat
kelurahan berdasarkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS). Penetapan RTS
penerima manfaat Raskin berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah kelurahan
dan rencana pendistribusian Raskin. Untuk penetapan RTS di tingkat Kota sampai
dengan kelurahan menggunakan data BPS/PPLS 2011 yang terdiri dari Rumah
Tangga Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin. Data tersebut merupakan
sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan secara nasional, termasuk Program
Raskin. Oleh karena itu, daftar RTS di setiap kelurahan dibuat berdasarkan nama-
nama Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan BPS tahun 2011. Apabila terdapat

nama-nama RTS data BPS yang sudah tidak sesuai dengan data riil di kelurahan,
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layak, misalnya sudah hidup lebih sejahtera. Jika hal ini terjadi, maka harus ada
perbaikan data penerima bantuan beras subsidi (Program Raskin). Sebagaimana
informasi yang dikemukakan oleh Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani
sebagai berikut:

“..alokasi jumlah rumah tangga sasaran penerima raskin kami terima

berdasarkan SK Walikota, nama-nama penerimanya di Selatan I

diserahkan dari Dinas Sosial, untuk perubahan daftar penerima manfaat

diserahkan ke musyawarah tingkat kelurahan...” (Wawancara dengan Bpk.

Sarjani, 30/03/2017)

Disampaikan juga oleh Lurah Air Temam Bapak Syamsul Azhari sebagai
berikut :

“...bagi penerima bantuan yang sudah meninggal, pindah alamat akan kami

lakukan penggantian dengan musyawarah bersama RT dan warga setempat

namun untuk penerima bantuan yang sudah tidak layak kami tidak lakukan
verifikasi dan kami serahkan kepada Ketua RT berdasarkan daftar
penerima yang kami terima..” (Wawancara dengan Bpk Syamsul

Azhari, 30/03/2017)

Sebagaimana yang telah diketahui berdasarkan berbagai sumber yang ada
Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin di Kota
Lubuklinggau dan lokusnya di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I bahwa
penetapan RTS-PM Program Raskin ini dari tahun 2012 hingga tahun 2016
berdasarkan Rumah tangga sasaran yag terdafar dalam PPLS 2011 BPS sebagai
RTS di Kelurahan.

Verifikasi yang dilakukan di tingkat Kelurahan dilaksanakan hanya jika
diperlukan perubahan pada DPM Subsidi Beras bagi masyrakat berpenghasilan
rendah melalui mekanisme musyawarah Kelurahan/Desa. Kesepakatan hasil
verifikasi musyawarah kelurahan ditetapkan sebagai RTS dan dicantumkan dalam
DPM (Daftar Penerima Manfaat) yang ditandatangani oleh lurah dan disahkan

oleh camat. RTS yang telah terdaftar dalam DPM (Daftar Penerima Manfaat)
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diberi Kartu Raskin sebagai kartu identitas keluarga miskin yang berhak
menerima Raskin. Data RTS di kelurahan direkap di tingkat kecamatan
dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kota sebagai dasar penerbitan SPA
(Surat Permintaan Alokasi) untuk mendistribusikan beras Raskin kepada RTS. Di
Kecamatan Lubuklinggau Selatan I terkait dengan verifikasi data, Kepala
Kansilog Bulog Kota Lubuklinggau yang diwakili oleh Bapak Ali (Bagian
Distribusi) menjelaskan sebagai berikut :

“...beras raskin yang disalurkan di Kelurahan adalah menjadi tanggung
jawab Kelurahan di wilayahnya, terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan
penetapan data penerima manfaat raskin ini harus melalu muskel/mudes...”
(Wawancara dengan Bpk. Ali, 31/03/2017)

Lurah Lubuk Kupang juga menjelaskan terkait pelaksanaan verifikasi di
Kelurahannya sebagai berikut :

“..perubahan daftar penerima manfaat ini kami laksanakan sesuai
ketentuan yaitu jika adanya penerima yang sudah meninggal, pindah
alamat dan tidak layak. Tentang rumah tangga yang tidak layak ini kami
memiliki kendala untuk menggantinya karena ketika ada bantuan yang
sifatnya bansos apalagi yang bersangkutan sudah menerima pada tahun
sebelumnya pastilah namanya tidak ingin diganti sedangkan kuota pagu
yang diterima kelurahan terbatas, mekanisme penggantian DPM kami
serahkan kepada RT masing-masing yang penting tidak ada gejolak dan
warga yang berhak mendapatkan jatahnya, ...” (Wawancara dengan Bpk.
Piromli, 04/04/2017)

M. Yunus (Ketua Rt.04) Lubuk Kupang juga menjelaskan sebagai berikut :

“...daftar yang kami terimo dari Kelurahan yakni daftar namo RTS , jika
ada keluarga miskin yang telah meninggal dunia atau pindah, maka jatah
beras akan diberikan kepada KK pengganti yang berhak menerimanya, dan
dalam daftar Penerima Manfaat tetap menggunakan nama KK yang lama
tersebut, sedangkan KK pengganti kami samapaikan ke kelurahan
dandicatat dalam buku administrasi di kelurahan. Nantinya akan dilakukan
melalui musyawarah kelurahan...” (Wawancara dengan Bpk Yunus,
04/04/2017)

Nampak berdasarkan penjelasan yang ada bahwa dalam proses penetapan

jumlah penerima beras Raskin ini ditent Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini
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awalnya berdasarkan kepada dafiar penerima manfaat yang disampaikan oleh
pihak Dinas Sosial dilanjutkan ke Kecamatan Lubuklinggau Selatan ini dan
disebarkan lagi ke Keluarahan di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I,
nantinya DPM yang berada di Kelurahan akan diverifikasi oleh RT setempat
sesuai dengan kondisi existing wilayah setempat.

Dari kesimpulan yang didapat bahwa proses perubahan daftar penerima
manfaat melalui verifikasi data yaitu proses seleksi/verifikasi data penerima
manfaat tersebut tersebut pelaksanaannya masih ada yang belum sesuai dengan
ketentuan juklak (petunjuk pelaksanaan) Program Beras subsidi bagi masyarakat
berpenghasilan rendah yang sudah ditetapkan.

Ditambah juga pelaksanaan musyawarah kelurahan yang dilaksanakan
dijalankan tidak memiliki prosedur dan mekanisme yang jelas dan ditetapkan. .
Penctapan perubahan rumah tangga sasaan/penerima manfaat diserahkan kepada
kepala RT setempat. Sechingga mekanisme musyawarah kelurahan yang yang
dijalankan bergantung kepada mekanisme di RT masing-masing.

Salah satu indikator keberhasilan program subsisdi beras bagi masyarakat
berpendapatan rendah adalah tepat sasaran yaitukepada keluarga miskin atau
yang benar-benar tidak mampu. Berikut ini adalah sebaran jumlah penerima

raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I :
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berhak ataupun yang tidak berhak. Karena penentuan Kewenangan Basis Data
Program Raskin ini dan program-program perlindungan Sosial lainnya adalah
Badan Pusat Statistik. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial melalui
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si sebagai
berikut :

“..penerima bantuan sosial yang dilaksanakan mulai tahun 2012 hingga
2016 termasuk program raskin ini menggunakan basis data program
perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 yang divalidasi oleh Badan Pusat
Statistik dan diolah lagi oleh Pusat Data Terpadu di TNP2K (Tim Nasional
Penenggulangan Kemiskinan) dan Kementrian Sosial Pusat. Hingga tahun
2016 data-data penerima perlindungan sosial masih menggunakan PPLS
2011. Direncanakan mulai tahun 2017 penerima raskin yang sekarang
dinamakan rastra akan menggunakan Basis Data Terpadu (PBDT) 2015
yang telah dilaksanakan validasinya pada tahun 2015. Diharapkan
kedepannya sasaran penerimanya dapat lebih tepat sasaran...”

(Wawancara dengan Bpk, Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)

Ditambahkan juga pada kesempatan yang sama Kepala Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si mengemukakan :

“ ..hendaknya memang kita harapkan perubahan daftar penerima manfaat
(DPM) sesuai dengan juklak dan juknis yang telah ditetapkan, mengganti
nama penerima manfaat sesuai dengan yang berhak akan menimbulkan
kegaduhan di masyarakat, sesuai juklaknya memang dalam penggantian
RT penerima yang lebih layak memang berdasarkan bahwa pada anggota
rumah tangga tersebut memiliki jumliah rumah tangga yang lebih besar dan
diprioritaskan lagi jika ada balita dan anak usia sekolahnya, Kepala RT
nya perempuan, rumah yang ditempati kurang layak, dan memiliki
pengahsilan yang rendah dan tidak tetap...”

(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)

Pada kesempatan lain, Camat Lubuklinggau Selatan I, Bapak Sarjani
mengemukakan:

“..penetapan rumah tangga miskin penerima raskin dituntut cepat, untuk
menghindari gejolak di masyarakat. Sehingga kami sadari memang masih
ada kekurangannya, sejak tahun 2012 memang penganggarannya masih
bergantung kepada APBN, dikarenakan kondisi APBD yang terbatas
schingga tidak dianggarkan melalui APBD. Berdasarkan musyarawarah
yang telah sering dilakukan di Selatan I ini, baik Lurah dan RT sepakat
bahwa nama-nama warga yang berhak menerima raskin diakomodir semua
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dengan menyerahkan penaganan masalahnya di RT masing-masing

sehingga salah satu solusinya adalah melalui sistem pembagian rata diluar

daftar penerima manfaat..” (Wawancara dengan Bpk, Sarjani,30/03/2017)

Dijelaskan juga oleh Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan
Lubuklinggau Selatan I Bpk. Taslim Sahril, sebagai berikut :

“,..sejak adanya pengurangan pagu raskin tahun 2012 memang banyak

protes dari warga yang sebelumnya dapat malah tidak dapat, yang

berdasarkan basis data PPLS 2011, sehingga di ambil kebijakan sistem
bagi rata untuk meredam gejolak di masyarakat...” (Wawancara dengan

Bpk Taslim.S, 07/04/2017)

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa pada fase atau tahap verifikasi
data penerima manfaat (Perubahan Daftar Penerima Manfaat) implementator
belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan petunjuk teknisnya dikarenakan
pemilihan perubahan daftar penerima manfaat masih bersifat subjektif dan kurang
keterbukaan dalam penentuan penerima. Pemahaman tentang indikator yang.
berhak menerima masih bisa dipertanyakan. Karena diserahkan wewenangnya
sepenuhnya kepada musyawarah di lingkungan RT masing-masing. Basis Data
daftar penerima manfaat Program Raskin ini juga sudah cukup lama yaitu PPLS
tahun 2011 dan belum menggunakan basis data yang baru sehingga dimungkinkan

kurang validnya data dan daftar penerima manfaat Program subsidi beras bagi

masyarakat berpendapatan rendah (program raskin) ini.

3. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM.

Kartu Raskin adalah kartu tanda penerima manfaat Program Raskin yang
dimiliki oleh Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat program raskin yang
namanya terdatar dalam daftar penerima manfaat program raskin baik yang sudah

ada di daftar DPM awal dan penerima manfaat pengganti.
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Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial Kota
Lubuklinggau sebagai sekretaris Tim Koordinasi dan ‘konsultasi pelaksanaan
program Raskin Kota Lubuklinggau Lubuklinggau melalui Kepala Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si menjelaskan sebagai
berikut :

“..dari yang kami ketahui kartu raskin ini sudah diterapkan sejak awal
program ini diluncurkan. Hanya saja basis data penerimanya saja yang
berbeda. Tahun 2008 hingga 2011 menggunakan data PPLS 2008 yang
divalidasi BPS sedangkan tahun 2012 hingga 2016 menggunakan data
PPLS 2012 dan natinya pada tahun 2017 ini akan mulai menggunakan data
PBDT 2015, informasinya data penerima raskin pada tahun 2017 akan
meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 9441 RTS...”

(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)

Ditambahkan lagi oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si sebagai berikut :

“..awal periode penyaluran program raskin ini sekretariatnya di bawah

koordinasi Bagian Pereckonomian Setda Kota Lubuklinggau,

sepengetahuan kami memang saat itu bagi penerima manfaat program

raskin dibagikan kartu raskin sebagai pengenal penerima manfaat program. -
Di tahun 2015 dan 2016, bagi penerima yang termasuk dalam daftar DPM

Program Raskin akan diinformasikan langsung kepada RTS dengan

membawa KPS (kartu perlindungan sosial). Karena pemilik KPS pastinya

juga akan menerima raskin ini. Dan saat ini kami tidak menggunakan kartu

raskin ini...” (Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)

Hal yang hampir sama dijelaskan juga oleh Camat Lubuklinggau Selatan I
Bapak Sarjani sebagai berikut :

“.proses pemutakhiran dan verifikasi daftar penerima manfaat
dilaksanakan dalam waktu yang cukup singkat, kami akui memang masih
ada kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan juknisnya, namun
tidak mengurangi aturan secara administrasi rangkaian pelaksanaan
program ini. Saat ini prioritas acuan kami yang berhak menerim raskin
adalah pemegang kartu KPS dan nama-nama RTS yang ada di DPM dan
nama-nama perubahan yang dituangkan berita acara musyawarah
kelurahan dan  kecamatan..”  (Wawancara  dengan  Bpk.
Sarjani,30/03/2017)
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Dalam buku petunjuk pelaksanaan raskin dilampirkan bentuk dan contoh
kartu raskin yang dimiliki oleh RTS-PM. Kartu raskin sifatnya berlaku selama
satu tahun sebagaimana tertera pada bagian belakang kartu yang memuat
pelaksanaan distribusi beras selama satu tahun. Ditambah lagi dengan adanya
perubahan kondisi sosial ekonomi di Kecamatan maupun kelurahan. Kartu Raskin
akan dibagikan pada saat adanya pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran
penerima manfaat sesuai dengan yang dituangkan dalam Berita Acara
Musayawarah Kelurahan dan Kecamatan.

Pada kesempatan yang sama Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani
juga menjelaskan sebagai berikut :

“..terkait dengan permasalahan yang ada wajar masih ada warga yang

kurang puas terhadap penerima raskin yang diterima. Yang harusnya

manerima malah tidak menerima dan sebaliknya. Tapi ada juga warga
yang sudah ada di daftar enggan untuk menerimanya. Sehingga dalam
musyarawarah di tingkat Kelurahan dan RT dilakukan perubahan DPM
yang dituangkan dalam berita acara..” (Wawancara dengan Bpk

Sarjani,30/03/2017)

Pada kesempatan yang lain, Lurah Air Temam Syamsul Azhari, S.IP
menerangkan :

“.para kepala RT memang banyak yang menyampaikan keluhannya

terkait jatah alokasi raskin yang masih kurang, tidak sesuai dengan jumlah

RT miskin. Memang mekanisme pelaksanaan musyawarahnya kami

kembalikan di RT masing-masing. Tidak kami elakkan bahwa untuk

keadilan dan menghindari permasalahan maka dilakukakan sistem bagi
rata...” (Wawancara dengan Bpk. Syamsul Azhari,30/03/2017)

Dari keterangan dan data yang kami dapat, penerapan kartu raskin
sebenarnya sangat baik digunakan. Sesuai dengan juklak dan juknisnya memang
kartu raskin hendaknya diterima oleh Rumah tangga sasaran penerima manfaat
program. Namun pada pelaksanaannya, pihak Kota Lubuklinggau menggunakan

dasar pada data penerima pada Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang sudah
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disepakati melalui musyawarah di tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang
dituangkan dalam berita acara untuk perubahan daftar penerima manfaat.
Mekanisme pelaksanaan musyawarah dan penyampaian informasi kepada rumah
tangga sasaran penerima manfaat yang berhak menerima beras raskin ini

diserahkan kepada Kepala RT setempat di wilayahnya masing-masing.

4, Proses Pembagian Beras Raskin.

Bentuk bantuan beras subsidi yang diterima oleh RTS penerima manfaat
Program Raskin yaitu dalam bentuk pembelian beras murah sebanyak 15 kg per
rumah tangga sasaran (RTS-PM) dengan harga Rp. 1.600,- per kilonya yang
diambil tiap bulan. Bantuan beras bersubsidi ini harus diterima secara utuh oleh
Rumah Tangga Sasaran dan tidak diperkenankan melakukan potongan atau
pungutan biaya oleh pihak manapun. Mekanisme distribusi beras dari kota
(Bulog) ke kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.

2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Ber pen
dapatan Rendah dilakukan oleh Perum BULOG dalam ke masan berlogo
Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

3. Rencana Penyaluran. Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Ren dah, Perum BULOG
bersama Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituang kan dalam

SPA.
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4. Mekanisme Penyaluran:

a. Berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Ren dah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang
ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum
BULOG. |

b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk
masing-masing kecamatan atau desa‘kelurahan dengan atau tanpa
menunggu peluncuran resmi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah pada awal tahun.

¢. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras '
sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.

d. Sebelum penyaluran dapat di lakukan pengecekan kualitas beras oleh
Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan
dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim
Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.

e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana
Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh
kedua belah pihak.

f. Pada prinsipnya penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan
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daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis,
iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Subsidi
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mungkin
dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat diatur
lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.

Pada pelaksanaan Program Raskin ini, Kecamatan Lubuklinggau Selatan [
pada pertengahan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mendapatkan kuota
beras sebanyak 16.995 Kg untuk 1.133 rumah tangga sasaran penerima manfaat
(RTS-PM) tiap bulannya (berdasarkan data dari Perum Bulog Kota Lubuklinggau)
terbanyak ke-5 dari delapan kecamatan di Kota Lubuklinggau.

Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, penyaluran beras Raskin ini
diawali dengan didistribusikannya beras dari BULQOG Subdivre Kota
Lubuklinggau ke wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sesuai dengan
jumlah alokasi yang telah ditentukan. Penyaluran beras dari BULOG ini tidak
melewati pihak kecamatan karena untuk memperpendek jalur distribusi dan
menghemat pengeluaran transportasi. Dan juga yang digunakan sebagai tempat
distribusi adalah di kantor kelurahan masing-masing.

Distribusi beras Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan ini pada
pertama kalinya dilakukan pada tahun 2008 seiring dengan dilaksanakannya
Program ini di Kota Lubuklinggau.

Sebagaimana indikator keberhasilan Program Raskin ini yaitu tepat
sasaran, tepat jumlah,tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi

maka peran implementator (pelaksana) program akan sangat menentukan dalam
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keberhasilan program ini sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam program ini
yaitu berkurangnya beban hidup rumah tangga sasaran.

Ketika penyaluran beras mengalami keterlambatan maka keberhasilan
program ini juga akan dikatakan kurang berhasil. Karena pada prinsipnya
penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan
setiap bulan. Hanya jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain
musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga
penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mungkin
dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Subsidi
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat diatur lebih lanjut di dalam
Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat. Tetapi karena sifat bantuan ini
adalah mengurangi beban hidup rumah tangga sasaran maka akan sangat baik jika
diterima RTS-PM setiap bulan dan tepat waktu dalam menopang kebutuhan
pangan mereka.

Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Jadwal pendistribusian untuk tiap
bulannya disesuaikan dengan jadwal yang ada dalam juklak tidak dijelaskan
secara tegas tentang tanggal berapa pengambilan beras dilakukan setiap bulannya.
Namun dasar untuk penyaluran beras ke titik distribusi maka Perum BULOG dan
Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA. SPA adalah
Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagn Subsidi Beras Bagi

Masyarakat Berpendapatan Rendah.
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Berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah,
maka Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordnasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh
Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG, berdasarkan SPA
Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan
atau desa/kelurahan. Sehingga sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG
menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.
Sebagaimana juga dengan yang diungkapkan oleh Lurah Perumnas Rahma Ibu
Yusnita sebagai berikut :

“...kantor kelurahan inilah yang menjadi titik distribusi, tanggung jawab

pendistribusian ini sampai ke kelurahan atau titik distribusi ini menjadi

tugas dan tanggung jawab Bulog...” (Wawancara dengan Ibu Yusnita,

04/04/2017) '

Berdasarkan keterangan dan informasi yang sudah ada dan informasi
pengiriman beras, Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan menyampaikan ke
Lurah yang diteruskan ke RT untuk disampaikan kepada RTS untuk memberitahu
hari kedatangan beras sehingga RTS dapat mempersiapkan uang pembayaran
sebelum beras datang. Sebelum kedatangan beras tersebut, perwakilan RT
mendatangi RTS u-ntuk meminta pembayaran atas jatah beras Raskin yang akan
mereka terima, atau RTS membayar langsung ke ketua RT. Seperti yang
diungkapkan pelaksana distribusi di Kelurahan Perumnas Rahma sekaligus Ketua
RT. Bapak Surianto Ketua Rt. 03 berikut ini :

“...kalau untuk pembayarannya biasanya dari kami sendiri atau warga

yang kami utus mendatangi RTS untuk minta pembayaran atas beras

Raskin yang akan diambil. Kemudian akan kami bayar ke kelurahan

sekalian mengambil jatah beras warga secara kolektif...”
(Wawancara dengan Bpk. Surianto, 04/04/2017)
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Jadi pembayamﬁ yang dilakukan RTS dapat langsung ke pihak kelurahan
ataupun dititipkan melalui perwakilan RT/RW untuk disetorkan ke kelurahan.
Setelah uang pembayaran Raskin terkumpul seluruhnya di kelurahan, kemudian
oleh pelaksana distribusi diserahkan kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin
Kecamatan untuk ditransfer ke rekening BULOG di Bank BRI yang ditunjuk.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
Lubuklinggau Selatan I sebagai berikut ini :

“...Biasanya penyetoran uang pembayaran Raskin oleh RTS dapat dibayar

langsung ke kelurahan atau dititipkan pada RT atau petugas yang ditunjuk

untuk dibayarkan ke kelurahan. Setelah itu, uang HTR (Harga Tebus

Subsidi Beras) diserahkan ke kecamatan untuk ditransfer ke Rekening
BULOG lewat Bank...“

(Wawancara dengan Bpk Sarjani (Camat Lubuklinggau Selatan I

30/03/2017)

Pembayaran beras oleh RTS rata-rata dapat diselesaikan dengan lancar.
Tidak ada warga yang terlambat membayar, karena setelah beras datang di
kelurahan, para keluarga miskin pasti mengambil jatahnya sambil membayar uang
beras tersebut. Semua rumah tangga sasaran dapat melunasi vang beras walaupun
secara ekonomi mereka juga masih hidup dalam kondisi yang serba kekurangan,
Seperti yang dikatakan pelaksana distribusi Raskin di Kelurahan Air Temam
berikut ini :

“_..di kelurahan ini tidak ada keterlambatan pembayaran beras dari warga,

karena mereka sangat antusias dengan pembagian beras murah ini. Jadi

setiap ada pemberitahuan beras sudah datang, mereka melalui perwakilan

RT membayar beras untuk nantinya diambil di RT masing-masing...”

(Wawancara dengan Bp. Saimun, 30/03/2017)

Selanjuinya, padé hari kedatangan beras, RTS dapat mengambil langsung
jatah beras yang akan diterima, baik melalui perwakilan RT maupun diambil

sendiri. Menurut juklak ketika beras telah sampai di kantor kelurahan atau titik
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distribusi, maka pelaksana distribusi bersama dengan petugas Raskin BULOG,
dan RTS melakukan pengecekan antara jumlah beras yang datang dengan jumlah
yang tertulis di Berita Acara Serah Terima (BAST) beras Raskin serta bagaimana
kualitas beras. Apabila jumlah dan kualitasnya sesvai maka pelaksana distribusi
kelurahan menyetorkan uang pembelian beras langsung kepada petugas BULOG,
Kemudian surat terima Raskin ditandatangani oleh Petugas BULOG, Lurah dan
pelaksana distribusi setempat.

Setelah pelaksanaan distribusi beras di kelurahan selesai, selanjutnya beras
dibawa ke tempat Ketna RT masing-masing yang akan menjadi titik bagi dan
natinya RTS yang mengambil langsung jatah berasnya ke Ketua RT nya masing-
masing.

Pengambilan beras Raskin melalui perwakilan RT tersebut dilakukan
untuk mempermudah RTS dalam mengambil jatah beras dan tidak perlu bersedak-
desakan dan dikonsentrasikan di beberapa tempat yaitu di kediaman Ketua RT
masing-masing. Seperti yang diutarakan oleh Lurah Kelurahan Air Temam
Syamsul Azhari, S.IP berikut ini :

“...agar pembagian ini terkondisi dengan baik maka diambil kebijakan

untuk titik bagi beras raskin di kediaman RT masing-masing. Sehingga

mempermudah RTS dalam pengambilan beras Raskin dan tidak perlu
antrian paHj ang. Sehingga dapat lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga

I(nﬁizc;ukz;t.c:ara dengan Syamsul Azhari, S.IP, 30/03/2017)

Hal yang hampir senada diutarakan oleh Lurah Rahma melalui Sekretaris
Lurahnya berikut :

“..seperti pada tahun-tahun sebelumnya juga beras raskin yang sudah

didistribusikan ke titik distribusinya yaitu di Kelurahan akan di ambil oleh

Ketua RT setelah dilakukan pemberitahuan dahulu dari Kelurahan,
tentunya dengan syarat HTR sudah diselesaikan semuanya di Kelurahan
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sesuai dengan pagu dan jumlah yang telah ditetapkan. Dan Ketua RT juga

yang akan menjadi petugas distribusi ke RTS di wilayahnya...”

(Wawancara dengan Sudarso, 30/03/2017)

Dengan adanya Ketua RT yang mengambilkan beras Raskin di kelurahan,
maka memberikan kemudahan bagi RTS yang tempat tinggalnya terletak agak
jauh dari kelurahan untuk mengambil jatah beras mereka. Untuk biaya angkutnya
sendiri sesuai dengan kesepakatan antara warga RT yang mengambilkan beras dan
bahkan banyak juga perwakilan RT yang secara sukarela mengambilkan beras
Raskin untuk RTS di daerahnya tanpa ada pungutan biaya.

Setelah beras tiba di kelurahan, RTS yang namanya tercantum dalam DPM
(Daftar Penerima Manfaat) beras Raskin yang sah dapat mengambil beras sesuai
dengan nama yang terdaftar pada DPM yang ada di Kelurahan.

Setiap mengambil beras Raskin, RTS harus menandatangani laporan serah
terima yang dipegang oleh aparat kelurahan. Sesuai dengan kebijakan yang telah
berlaku, beras yang diperoleh RTS adalah 15 kg beras dengan harga Rp. 1600,-
tiap kilogram nya.

Dalam pengambilan beras ini, RTS mengambil jatahnya ketika sudah
melakukan' pembayaran. Terkait dengan kekurangan kuantitas maupun kualitas
beras di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, RTS dapat mengadukan kepada RT
yang diteruskan ke kepala kelurahan atau langsung ke kepala kelurahan.
Kemudian Lurah kelurahan menyuraﬁ BULOG Subdivre Kota Lubuklinggau agar
untuk bulan berikutnya dapat diperiksa kembali kualitasnya. Seperti yang
diungkapkan pelaksana distribusi Raskin di Kelurahan Rahma berikut ini :

“...terkait aduan kualitas beras memang jarang terjadi, jika adapun kami

akan laporkan ke Kelurahan dan biasanya ketika ada laporan dari
kelurahan akan cepat ditindaklanjuti oleh Bulog dan terkait jumlah beras
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yang diterima kami gunakan sistem bagi rata-rata sesuai dengan
kesepakatan warga dan warga pun menerima...”
(Wawancara dengan Bpk. Bambang, 30/03/2017)

Beras yang diperoleh RTS adalah 15 kg beras dengan harga Rp. 1600,-
tiap kilogram nya sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan raskin.
Pembayarannya pun dilaksanakan secara tunai. Jika ada biaya tambahan dalam
penyaluran beras Raskin dari titik distribusi (TD) menuju titik bagi (TB) yang
kurang dan tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara
sukarela. Kepala Dinas Sosial melalui Bapak Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si sebagai berikut :

“...ketidaksesuaian harga beras dan beras yang diterima dimasyarakat
memang ada berdasarkan laporan yang kami terima dari TKSK Kecamatan
Lubuklinggau Selatan I tetapi terkait harga dan beras yang diterima tiap
rumah tangga memang sudah didiskusikan baik di forum kecamatan,
kelurahan maupun ketua RT masyarakat dan sampai sejauh ini berjalan
baik-baik saja...”

(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)

Hal ini ditegaskan pula oleh Koordinator TKSK Kecamatan Lubuklinggau
Selatan I berikut ini :

“.yang kami ketahui memang ada selisih bayar HTR dengan yang
dibayarkan tapi sudah disepakati di tingkat RT dan warga karena untuk
menutupi biaya tambahan trasport angkut ke titik bagi dan biaya kantung
plastik untuk wadah beras, kami yakinkan warga tidak ada yang mengeluh
karena mereka sudah sepakat dan sudah dilakukan dari tahun-tahun
sebelumnya...”

(Wawancara dengan Bpk. Taslim Sahril, 07/04/2017)

Terkait jatah beras yang di terima di bawah 15 Kg/RTS dan dengan HTR

musyawarah warga terlebih dahulu, hal ini dibuktikan dengan pengakuan seorang
penerima program di Kelurahan Air Temam:

“...saya membayarnya Rp.2.000 per Kg,- kepada Ketua RT yang nanti
disetorkan kepada kelurahan. Sudah ada kesepakatan warga dan Ketua RT.
Beras yang kami dapat layak untuk dimakan, , memang jumlah beras tidak
sampai 15 kg, tapi kami merasa cukup senang dengan program ini...”
(Wawancara dengan Bp. Muksin, 01/04/2014)
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Hal ini dijelaskan juga oleh Koordinator TKSK Kecamatan Lubuklinggau
Selatan I berikut ini :

“..yang kami ketahui dan juga kami wawancarai di Kecamatan
Lubuklinggau Selatan I di beberapa Kelurahan yang kami lakukan
pengecekan ada yang menerima 5 Kg, 10 Kg dan 15 Kg dengan harga di
atas Rp.1600,- dan kami laporkan secara tiwulan.,.”

{(Wawancara dengan Wawancara dengan Bpk. Taslim Sahril, 07/04/2017)

Tidak bisa dipungkiri memang dalam pembagian raskin ini masih terdapat
kendala-kendala yang tidak bisa dihindari baik terlambatnya penebusan beras,
sistem pembagian rata dikarenakan banyaknya usulan dari warga yang ingin
mendapatkan jatah beras sedangkan namanya tidak terdapat di Daftar penerima
manfaat (DPM). Beras yang didapat tidak sesuai dengan jatah beras yang ada
dalam Buku Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan juknis yaitu sebesar 15 Kg per
RTS-PM per bulannya. Terkait dengan hal tersebut Kepala Bulog Drive Kota,
melalui Bpk. Ali (Bag. Distribusi) Lubuklinggau menegaskan :

“..RTS berhak menebus beras Raskin sebanyak 15 Kg/RTS per bulannya,
terkait ketidak sesuaian yang didapat oleh RTS memang kami serahkan .
kepada Pemkot Lubuklinggau kami hanya menyampaikan besaran pagu
dan alokasi beras raskin terkait pelaksanaan dilapangan ketika ada RTS
yang menerima beras di bawah 15 Kg kami menyerahkan kepada pihak
Pemkot sepenuhnya dan jikapun Pemkot menganggap Rumah Tangga
Miskin diluar data yang ada maka secara aturannya dapat menambah pagu
alokasi raskin dengan didanai dana APBD sesuai dengan kemampuan,
menanggapi keterlambatan penebusan beras biasanya memang di awal
tahun mengalami keterlambatan dikarenakan masih menunggu pedum
yang dikeluarkan oleh Pusat dan keterlambatan yang terjadi pada tahun
sebelumnya akibat penyetoran HTR yang terlambat dari pihak
kelurahan...” (Wawancara dengan Bpk. Ali,31/03/2017)

Permasalahan lain yang ditemukan di Kelurahan yaitu realisasi penyaluran
yang kurang lancar. Berdasarkan hasil laporan dan evaluasi yang disampaikan
oleh Perum Bulog kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui sekretariat Tim

Koordinsi Raskin yaitu Dinas Sosial Kota Lubukliggau, bahwa terdapat beberapa
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“.dasar pendistribusian kami adalah SPA dari Walikota nantinya
berdasarkan SPA maka Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras
untuk masing-masing kecamatan atau desa’kelurahan yang sesuai dengan
SPPB/DO, dan tentunya HTR tidak ada yang macet...” (Wawancara
dengan Bpk. Ali, 31/03/2017)

Disampaikan juga oleh Staf Pelaksana Dinas Sosial (Bidang
pendistribusian Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

“.Xketerlambatan dalam realisasi raskin pastinya mempegaruhi

pelaksanaan program raskin, hasil evaluasi yang ada terkadang memang

keterlambatan penebusan raskin oleh RTS mengakibatkan penyaluran
beras dari Perum Bulog juga tertunda...” (Wawancara dengan Bpk. Robby,

07/04/2017)

Perbaikan pelaksanaan Program Raskin baik dari persoalan kualitas beras,
kuantitas beras, dan aspek-aspek pembagian beras lainnya memang harus mejadi
tugas bersama dari pelaksana program dari tingkat Pusat, Propinsi,
Kabupaten/Kota, Kelurahan hingga lingkungan RT untuk dilakukan pembenahan.

Sejauh dari informasi dan data yang didapat terkait proses pembagian
raskin bahwa tidak ada yang menunjukkan penyalahgunaan wewenang baik dari
pihak kelurghan sebagai pelaksana distribusi maupun RTS sebagai penerima
program. Tidak ada pihak aparat kecamatan, kelurahan dan RT memanfaatkan
beras untuk kepentingan pribadi. RTS penerima program telah memanfaatkan
beras untuk kebutuhan makan sehari-hari. Kualitas beras yang diperoleh juga
cukup baik karena pihak BULOG Subdivre Kota Lubuklinggau sudah melakukan
antisipasi jika ditemukan kualitas beras yang tidak sesuai.

Mekanisme pembagian dan pelaksanaan pembagian raskin sudah
dijalankan sesuai petunjuk pelaksanaan. Kekurangan yang terjadi baik masalah
jumlah beas yang diterima, harga tebus yang tidak sesuai dengan petunjuk
pelaksanaa (Juklak) sudah disepakati baik di forum tingkat Kecamatan, Kelurahan

dan warga di lingkungan RT di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1. Hanya saja
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kedepannya diperlukan pendekatan yang persuasif kepada warga penerima raskin
dan dijelaskan bahwa program ini adalah benar-benar bagi Rumah tangga yang
tidak mampu atau miskin dan kevalidan data penerima manfaat program untuk
dapat diperbaiki lagi sehingga yang akan menerima adalah warga yang memang
berhak.

5. Pengaduan
Pengaduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh
pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara
berjenjang oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah di tingkat daerah hingga Kementerian/LLembaga (K/L) di ting kat pusat
sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat di bawah koordinasi
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Subsidi
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan
Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

4, Unit Pengaduan di provinsi dan kabupaten/kota berada di bawah
koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan

masyarakat.
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‘5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan
mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan
materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Di tetapkan batas
waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk
menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganén pengaduan,

6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan terdistribusi
ke kementerian/I.embaga/Instansi/Dinas (K/L/I/D) atau SKPD yang ber
tanggung jawab untuk mengatasinya.

7. Unit Pengaduan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat membuat
laporan secara berkala tentang pengaduan yang di terima, tindak lanjut dan -
rekomendasi untuk perbaikan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan.
Materi pengaduan daﬁat mengenai indikator kinerja Program Subsidi

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditunjukkan dengan indikator 6 T,
yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat
Administrasi dan Tepat Kualitas, yaitu :

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-

PM Raskin hasil musyawarah desa/kelurahan yang terdaftar dalam Daftar

penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu Raskin)
sebagaimana lampiran III.
2. Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM adalah

sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan.
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3. Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebeasr Rp.1600,/kg netto di
Titik Distribusi.

4, Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM
Raskin sesuai dengan Rencana Distribusi.

5. Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar,
lengkap dan tepat waktu.

6. Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan
standar kualitas beras BULOG.
Sebagaimana dijelaskan oleh Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani

sebagai berikut :

“...pengaduan raskin dijalankan sesuai dengan juklak dan juknisnya yang
ada, semua aduan masyarakat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
secepatnya diakomodir. Sesuai dengan SK Walikota tentang Pernbentukan
Tim Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Bantuan Beras Bagi
Masyarakat Miskin berkedudukan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
Sejauh ini pelaksanaannya cukup kondusif, terkait DPM, harga tebus,
jumlah beras yang diterima sudah dilakukan musyawarh di tingkat
Kelurahan dan lingkunga RT. Terkait kualitas beras yang tidak sesuai
ketika ada aduan masyarakat akan kami surati secara administrasi ke Dinas
Sosial dan akan ditembuskan ke Bulog untuk mendapatkan penggatian
secepatnya...” (Wawancara dengan Bpk. Sarjani,30/03/2017)
Unit pengaduan daerah dalam Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah di tingkat Kota Lubuklinggau berkedudukan di Dinas

Sosial Kota Lubuklinggau melaksanakan mekanisme pengaduan, Input pengaduan
ini dapat dilakukan oleh warga secara langsung maupun teknis yang dilakukan
secara berjenjang sesuai dengan kebijakan lokal dan tidak bertentangan dengan
Pedoman Umum mekanisme pelaksanaan Program Raskin. Unit Pengaduan di
tingkat Kota Lubuklinggau akan membuat laporan secara berkala tentang

pengaduan yang di terima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan
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Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Laporan
tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang disampaikan tiap bulan secara
periodik secara berjenjang dimulai dari pelaksana distribusi beras, Tim Koordinasi
Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Kecamatan, Tim
Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Tingkat Kota,
Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat berpendapatan Rendah Tingkat
Provinsi dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK).
Dijelaskan juga oleh Kepala Dinas Sosial selaku sekretariat Bidang
Pengaduan sebagai berikut :
“..mekanisme pengaduan yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan
secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan sampai ke
Bidang Pengaduan yang berposko di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
Jikapun ada masyarakat yang melakukan pengaduan ke Dinas Sosial akan
kami tampung dan tindaklanjuti. Hasil pengaduan ini akan menjadi bagian
dari laporan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
berpendapatan Rendah Tingkat Kota ke Provinsi dan seterusnya ...”
(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)
Pengaduan dan pertanyaan dari masyarakat yang berkaitan dengan Rumah
Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program dapat disampaikan kepada TNP2K

(Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang berkedudukan di

Sekretariat Wakil Presiden. Sedangkan pengaduan yang berkaitan dengan jumlah
dan mutu beras dapat disampaikan ke Perum Bulog Setempat. Kepala Dinas
Sosial selaku sekretariat Bidang Pengaduan lebih lanjut menjelaskan sebagai
perikut :
“ .data-data RTS-PM berasal dari tim terpadu Kementrian Sosial dan
TNP2K, ketepatan penerima manfaat akan juga mempengaruhi
keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam forum-forum

tingkat provinsi dan nasional seringkali kami menyampaikan hal ini, tidak
hanya terkait dengan Program Raskin juga perlindungan Sosial lainnya,
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soal aduan kualitas beras dapat kita sampaikan langsung ke Bulog dan

kami anggap sangat kooperatif...” (Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos,

M.Si, 29/03/2017)

Dari pernyataan di atas bahwa aduan yang sifatnya terkait dengan Rumah
Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) memang harus menunggu jawaban
dan tindak lanjut dari Pusat dalam hal ini adalah Kementrian Sosial dan Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), karena kewenangan
validasi dan pendataan masyarakat miskin berdasarkan kriteria per programnya
memang ditentukan oleh TNP2K berdasarkan hasil olahan Badan Pusat Statistik
yaitu data PPLS 2011 dan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015. Sedangkan
aduan terkait kualitas beras dapat langsung ditindaklanjuti oleh Perum Bulog
setempat.

Saat ini sistem Pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah saat ini sudah dapat menggunakan aplikasi
berbasis web, yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap

akan diterapkan secara nasional. Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari

staf pengelola Bidang pengaduan Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau :

“...sistem Pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah sudah dapat kita akses secara langsung melalui
website Kemetrian Sosial...” (Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.S0s, M.Si,
29/03/2017) '
Berikut ini adalah tampilan pengaduan masyarakat online terkait masalah
program perlindungan sosial yang dapat diakses melalui alamat web:

http://dumasonline.kemsos.go.id/apps/index.php?a=add.
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dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi,
Kabupaten dan Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan, Waktu
pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik
setiap bulan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil monitoring dan
evaluasi dibahas secara betjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Pusat,
Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot
permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam
pemberian apresiasi.

Monitoring (pemantauan) yang dilakukan baik oleh Tim Koordinasi
Raskin Kota Lubuklinggau dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Lubuklinggau
Selatan I sangat penting dilakukan dalam rangka untuk memastikan proses
pelaksanaan raskin ini dapat berjalan dengan baik. Begitu juga evaluasi yang
dilaksanakan sebagai bahan perimbangan untuk perbaikan ke depannya agar
pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik. Sebagaimana disampaikan oleh
Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani sebagai berikut :

“.selaku sekretariat tim koordinasi program raskin di Kecamatan

Lubuklinggau Selatan I kami dibantu oleh aparat kelurahan, Ketua RT dan

Tim dari TKSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dalam memonitoring

dan nantinya hasil pantauan dilapangan akan disampaikan dalam hal ini

oleh pelaksana distribusi raskin jika ada kendala di lapangan melalui
mekanisme yang telah ditetapkan ke Dinas Sosial...”

(Wawancara dengan Bpk. Sarjani,30/03/2017)

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan di tiap-tiap Kecamatan di Kota
Lubuklinggau akan disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dalam
bentuk laporan pelaksanaan raskin di tiap Kecamatan yang dilaksanakan oleh Tim

Koordinasi Raskin Tingkat Kota yang pelaksanaanya dibantu oleh Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang




43427 .pdf

126

Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si menjelaskan sebagai
sberikut :

“...pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang disampaikan dalam bentuk

laporan oleh TKSK di 8 Kecamatan disepakati dilakukan per triwulan dan

disampaikan ke Dinas Sosial Kota Lubuklinggau, hasil dari pelaksanaan
monitoring pelaksanaan tersebut akan dilaporkan juga melalui website

Kemensos... (Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)

Dijelaskan juga oleh TKSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Bapak
Taslim Sahril sebagai berikut :

“..pelaksanaan monev yang kamil lakukan dibuat dalam laporan

pelaksanaan program raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I kami

laporkan secara online ke website kemensos per tiga bulan dan hasil
laporannya kami sampaikan juga ke Dinas Sosial...” (Wawancara dengan

Bpk Taslim.S, 07/04/2017)

Pelaksanaan pemantauan atau monitoring yang dituangkan dalam laporan
menggunakan metode survey yang cakupan materinya telah ditentukan oleh
Kemeterian Sosial namun dapat juga dijadikan sebagai bahan evalauasi bagi Tim
Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
Lubuklinggau Selatan I yang meliputi tahapan pelaksanaan program subsidi beras
bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) di Kecamatan
Lubuklinggau Selatan 1 yaitu terkait pelaksanaan sosialisasi, pemantauan
pelaksanaan program raskin, penerima raskin yang memiliki KPS/kartu raskin,
jumlah raskin yang diterima, kualitas raskin, harga tebus raskin, pendistribusian
raskin dan kendala pelaksanaan raskin. Berikut ini adalah bentuk laporan
pelaksanaan raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I :

Berdasarkan data dan informasi yang didapat menunjukkan bahwa

pelaksanaan monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan di Kecamatan

Lubuklinggau Selatan I. Penyampaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang
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dilaksanakan dibuat dalam bentuk laporan pelaksanaan raskin secara periodik
(triwulan) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan [ dan pelaksanaanya dibantu oleh
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Monitoring dan
evaluasi juga dilaksanakan di Kecamatan-kecamatan lainnya di Kota
Lubuklinggau yang laporannya disampaikan kepada Dinas Sosial Kota
Lubuklinggau selaku sekretariat Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota.
Pelaksanaan pemantauan atau monitoring dalam laporan menggunakan
metode survey yang cakupan materinya telah ditentukan oleh Kemeterian Sosial
namun dapat juga dijadikan sebagai bahan evalauasi bagi Tim Koordinasi Raskin
Kota Lubuklinggau dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Lubuklinggau Selatan
I. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan yang sudah terdokumentasi di

Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.

C. Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program
Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan [ yang dilaksanakan mulai dari tahap
sosialisasi/peluncurén program hingga tahap pelaksanaan program mampu
memberikan manfaat bagi Ru@ah Tangga Sasaran (RTS) dalam mengurangi
beban pengeluaran bagi Rumah Tangga Sasaran yang merupakan Rumah Tangga
dengan kriteria miskin.

Keberhasilan pelaksanaan Program Raskin ini tentunya dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Dalam penelitian ini, Implementasi Penanggulangan Kemj-skinan
Melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

(Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggan Selatan I Kota Lubuklinggau
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menggunakan 6 kriteria yang diambil dari Model Van Meter dan Van Horn yaitu :
standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang memadai, komunikasi antar
organisasi dan penguatan aktivitas, disposisi, karakteristik agen pelaksana dan
lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penjelasan dari enam indikator penentu
Implementasi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) di Kecamatan
Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau berdasarkan Model Van Meter dan
Van Horn adalah sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam Model Van Meter dan Van Horn bahwa kinerja implementsi
kebijjakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika hanya ukuran dan tujuan dari
kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana
kebijakan. Ketika ukuran kebijakan dan sasaran kebijakan terlalu ideal untuk
dilaksanakan di level warga, maka memang agak sulit merealisasikan kebijakan
publik hingga pada titik yang dapat dikatakan berhasil.

Dalam kaitannya dengan standard pelaksanaan program, keberhasilan
Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah akan dipengaruhi
dengan adanya ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap standar
pelaksanaan program raskin. Acuan standar pelaksanan program raskin ini adalah
dengan adanya kesesuaian pelaksanaan Program dengan dengan melalui Pedoman
Umum (Pedum), petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Program
Raskin.

Pedoman Umum (Pedum) ini berisi tentang kebijakan umum yang

mengatur pelaksanaan program raskin yang diterbitkan setiap tahunnya. Pedoman
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ini merupakan acuan makro dalam pelakasanaan raskin secara nasional dan
sifatnya belum mengakomodasi hal-hal yang bersifat spesifik lokasi. Dalam
mengatasi berbagai macam permasalahan lokal adanya kebijakan lokal maka
pelaksanaan program ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di tingkat
Provinsi dan Petunjuk teknis (juknis) di tingkat Kab./Kota. Juklak dan juknis
dimaksudkan untuk mempertajam Pedum raskin dan masih berada dalam batasan-
batasan dan tidak bertentangan dengan Pedum Raskin. Sebagaimana yang
disampaikan oleh Camat Lubuklinggau Selatan I Bapak Sarjani sebagai berikut :

“...acuan pelaksanaan program ini kami laksanakan sesuai dengan pedum,

juklak dan juknisnya. Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan umum

terkait berbagai indikator keberhasilan raskin seperti DPM, jumlah yang
diterima, harga tebus, waktu distribusi, kualitas beras jika ada
permasalahan  kami  laksanakan  sesuai  aturan  juknismya...”

(Wawancara dengan Bpk. Sarjani,30/03/2017)

Disampaikan juga oleh Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si menjelaskan sebagai
berikut :

“...dalam tahapan pelaksanaan program ini kami monitoring dan lakukan

evaluasi. Pemahaman pelaksana program mulai dari Kecamatan hingga

tingkat RT kami rasa cukup baik, tidak ada konflik atau kericuhan di

masyarakat. Karena program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun...

(Wawancara dengan Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)

Mengingat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terdiri
dari berbagai kegiatan dan tahapan-tahapan, maka petunjuk pelaksanaanaannya/
pedoman pelaksanaannya harus betul-betul dapat dipahami oleh seluruh pelaku
(Implementator) Program Raskin.

Apabila aturan petunjuk pelaksanaan tidak bisa menjamin keberhasilan

pelaksanaannya maka tujuan program tidak akan efektif dan efisien. Hal itu sesuai

dengan apa yang dikemukanan oleh Sutarto (1995:12) dalam Ahmad Tantowi
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(2010:37), “Program adalah perumusan yang memuat gambaran pekerjaan-
pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut petunjuk-petunjuk mengenai cara-cara
pelaksanaannya™.

Untuk itu agar pelaksanaannya sesuai yang diharapkan perlu diupayakan
kejelasan standar pelaksanaan. Standar pelaksanaan yang berupa pedoman
pelaksanaan Program Subsi;ii Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
harus betul-betul dapat dipahami oleh para pelaku program Raskin, mengingat
apabila mereka tidak memahami maka pelaksanaannya tidak akan mencapai
sasaran program.

Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
berdasarkan pedoman umumnya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran
bagi Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok
dalam bentuk beras dan membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras
kepada Keluaraga Penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.
Sedangkan sasaran yang ingin dicapal dalam Program Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah ini adalah berkurangnya beban pengeluaran
RTS yang sesuai dengan DPM (daftar penerima manfaat) yang telah ditetapkan
Pemerintah dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras
bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

Kejelasan aturan mulai dari tingkat Nasional hingga Kabupaten/Kota
menjadi faktor yang dapat mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah khususnya di Kecamatan Lubuklinggau

Sclatan 1. Selain itu pemahaman pelaksana program tentang pedum, juklak dan
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juknis mulai dari tahapan perencanaan, sosialisasi peluncuran raskin hingga
tahapan evaluasi juga menjadi pendukung dalam pelaksanaan program ini.
Sasaran kebijakan dalam program raskin ini adalah rumah tangga miskin.
Basis data yang digunakan dalam program ini adalah masih menggunakan data
PPLS 2011 (Program Perlindungan Sosial yang diverifikasi oleh Badan Pusat
Statistik Tahun 2011, hal ini berdasarkan pada buku petunjuk pelaksanaan
Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016
dalam penetapan pagu subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah di
Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dirasa adanya perubahan kondisi sosial ekonomi
tentu saja mempengaruhi kevalidan penerima manfaat. Adanya permintaan kuota
tambahan dari masyarakat yang berhak di Kelurahan mengakibatkan adanya
ketidaksesuain pagu raskin dengan jumlah RTS-PM. Validasi dan verifikasi
sasaran data penerima manfaat di tingkat Kelurahan belum menunjukkan
perbaikan yang cukup signifikan dalam perbaikan pelaksanaan program Raskin ke
depan. Dibuktikan dengan masih adanya sistem bagi rata Beras kepada Rumah

Tangga Sasaran.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya
implementasi yang efektif. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya
non manusia akan mendukung keberhasilan implementasi program. Keberhasilan
proses implemetasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan
sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya manusia merupakan sumberdaya yang

terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi kebijakan. -
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Dalam tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut
adanya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan
pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Disamping sumberdaya manusia, sumberdaya lain perlu diperhitungkan
ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Tetapi ketika kompetensi dan
kapabilitas sumberdaya manusia, sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu itu
tidak tersedia yang memadai, maka kinerja implementasi kebijakan sangat sulit
untuk diharapkan.

Terkait dengan pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau
Selatan I maka dukungan sumber daya yang dimaksud meliputi kemampuan
sumber daya manusia dari para pelaksana Program Raskin dan sumber daya non
manusia yang meliputi bantuan beras bersubsidi, penganggarannya, serta alat
transportasi pengiriman beras.

Terkait dengan faktor Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Program
Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau
Selatan 1 tidak terdapat kendala yang menganggu dalam proses pelaksanaan
Program Raskin ini. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan lancarnya
program raskin yang dilaksakan sejak tahun 2008 hingga tahun 2016 tanpa ada
permasalahan yang muncul ke publik.

Baik Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau dan Tim Koordinasi
Raskin Kecamatan Lubuklinggau Selatan I menjalankan tahapan pelaksanaan
program ini sesuai dengan pedum, juknis dan juklaknya. Keterlibatan dari semua
pihak mulai dari dinas teknis seperti Dinas Sosial Kota Lubuklinggau, Perum

Bulog Kota Lubuklinggau, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kelurahan,




43427 .pdf
133

petugas distribusi raskin, Ketua RT, TKSK Kecématan dan warga RTS-PM di
Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mampu inenjalankan tugas dan fungsinya
dalam pelaksanaan program ini sésuai mekasnismenya mulai dari tahapan
Peluncuran/sosialisasi raskin hingga ke tahapan evaluasi.

Tingkat pendidikan para pelaksana tidak menjadi keterbatasan dalam
kelancaran pelaksanaan program. Seperti pelaksana distribusi di kelurahan yang
juga ada berlatarbelakang pendidikan SMA. Mereka mampu melaksanakan tugas
yang telah diberikan dari atasan hingga pada tahap pengadministrasiannya yang
menjadi kelengkapan dan indikator lancarnya pelaksanaan program raskin. Karena
salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan raskin adalah tepat administrasi.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si menjelaskan sebagai
berikut :

“..rata-rata Tim Koordinasi raskin di tingkat Kota hingga pelaksana di

Kecamatan memiliki latar belakang pendidikan yang baik, seminimalnya

adalah SMA. Dari hasil evaluasi kami pengadministrasian di tingkat

kelurahan berjalan baik dan tidak ada kendala...” (Wawancara dengan

Bpk. Pauzi, S.Sos, M.Si, 29/03/2017)

Disampaikan juga oleh Kepala Bulog melalui Bpk. Ali (Bidang
Pendistribusian) sebagai berikut :

“.mulai dari tahapan validasi penerima raskin, pendistribusian beras

kepada RTS-PM hingga mekanisme dijalankan dengan baik dan sesuai

dengan mekanisme pada juklaknya..” (Wawancara dengan Bpk Al

31/03/2017)

Karena program ini sudah dilaksanakan bertahun-tabun pelaksana
(implementator) yaitu Tim Koordinasi raskin Kota dan Tim Koordinasi raskin

Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mampu menjalankan tahapan-tahapan yang

dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga baik pedoman umum, juklak dan
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juknisnya tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun,
Sehingga pelaksana program sangat mengenal dengan baik tahapan-tahapan yang
dilaksanakannya. Terlaksananya pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I juga
ditandai dengan adanya kglengkapan-kelengkapan administrasi dalam
pelaksanaannya menandakan bahwa SDM yang terlibat dalam pelaksanaan
program ini mampu menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai
mekanismenya.

Dalam aspek dan faktor sumber daya non manusia yang meliputi kuota
bantuan beras bersubsidi, penganggarannya serta hal lainnya seperti media
pengiriman beras adalah hambatan dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan [
ini, hal ini ditandai dengan tidak adanya alokasi anggaran yang berasal dari APBD
baik untuk menambah pagu alokasi beras subsidi (raskin) di Kecamatan dan biaya
penyaluran dari Titik Distribusi (TD) ke Titik bagi (TB) sehingga pelaksanaannya
anggarannya dibantu oleh masyarakat secara sukarela.

Dalam memenuhi tujuan dan sasararan pelaksanaan Program Subsidi
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan Lubuklinggau
Selatan I Kota Lubuklinggau ini seyogyanya berdasarkan pada buku pedoman
umum (Pedum) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Raskin bahwa baik
Pemerintah Provinsi maupun Kab./Kota dapat membuat kebijakan untuk
menambah pagu subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bagi rumah

tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM.
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Berdasarkan hasil laporan pelaksanaan raskin 2016 dengan tidak
dianggarkannya pagu alokasi beras subsidi (raskin) tambahan dalam APBD maka
terdapatnya hambatan yaitu distribusi beras yang disalurkan dilakukan dengan
sistem bagi rata. Sehingga RTS-PM mendapat jatah raskin yang cukup variatif
yaitu dibawah 15 Kg/rts/fbulan berkisar antara 5 kg s/d 10 kg. Selain itu juga
terdapat HTR yang dibayar tidak sesuai dengan besarannya yaitu diatas Rp.
1600,-. Menurut keterangan dari TKSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Bp.
Taslim Sahril :

“...ada selisih bayar HTR dengan yang dibayarkan tapi sudah disepakati di

tingkat RT dan warga karena unfuk menutupi biaya tambahan trasport

angkut ke titik bagi dan biaya kantung plastik untuk wadah beras, kami
yakinkan warga tidak ada yang mengeluh karena mereka sudah sepakat
dan sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya...” (Wawancara dengan

Bpk Taslim.S, 07/04/2017)

Adanya selisih berasa HTR tersebut dikarenakan adanya biaya tambahan
sukarela berupa transport dari TD ke TB dan biaya wadah (kantung) beras.
Namun hal tersebut sudah disepakati dan dimusyawarahkan bersama baik di
tingkat Kelurahan maupun tingkat RT.

Dari pernyataan dan data yang ada tersebut nampak bahwa persoalan dana
masih menjadi salah satu kendala untuk dapat mengimplementasikan program,
mengingat dana yang disediakan sangat terbatas dan hanya bergantung kepada
APBN.

3. Komunikasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi
kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang
terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan

akan sangat kecil terjadi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat
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mengahasilkan suatu implementasi yang baik pula. Komunikasi yang diterima
oleh para pelaksana kebijakan (streef-level-bereucrats) harus jelas dan tidak
membingungkan (tidak ambigu). Dan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan
suatu komunikasi haruslah konsisten dan tidak berubah-ubah.

Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa
yang harus dilakukan. Untuk itu, perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi yang
intensif baik di antara pelaksana kebijakan maupun antara pelaksana kebijakan
dengan kelompok sasaran. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus
dikomunikasikan kepada kelompok sasaran dengan tepat sehingga mereka
mengetahui tujuan dan sasaran kebijakan tersebut secara jelas. Pola komunikasi
dalam pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan
Lubuklinggau Selatan I dilakukan yaitu dengan komunikasi yang dialogis, baik
melalui forum resmi maupun tidak resmi. Komunikasi yang dialogis ini terjadi
dalam pelaksanaan Program Raskin, baik komunikasi antar pelaksana, maupun
antara pelaksana dengan kelompok sasaran. Agar dapat mencapai tujuan yang
diidealkan komunikasi dan koordinasi yang terjalin diantara kedua belah pihak
haruslah berjalan lancar.

Komunikasi dan koordinasi diharapkan dapat menggali permasalahan
yang dialami oleh sasaran dan sekaligus membantu mencari penyelesaian yang
tepat. Komunikasi dan koordinasi juga harus selalu dilakukan secara rutin untuk
lebih menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan atau program. Melalui
komunikasi dan koordinasi yang dijalankan oleh Tim Koordinasi Raskin, akan
dapat diketahui apakah Tim Koordinasi Raskin ini mampu menyampaikan tujuan

yang diemban oleh pemerintah sehingga kelompok sasaran dapat mentaati dan
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melaksanakan setiap tahap pelaksanaan prograﬁ, serta dapat melakukan
pengawasan demi keberhasilan program.

Dalam pelaksanaan Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan
rendah di Kota Lubuklinggau, komunikasi adalah salah satu strategi atau
pendekatan yang dilakukan dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan
program raskin.

Strategi komunikasi ini diterapkan dalamm menyosialisasikan Program
Raskin/Rastra kepada berbagai khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan
sosialisasi Program Raskin/Rastra dilaksanakan oleh Tim Koordinasi
Raskin/Rastra secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama antara
SKPD anggota Tim Koordinasi Raskin/Rastra serta kerjasama dalam
pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi. Salah satu
tuyjuan dalam strategi komunikasi ini adalah membangun kesadaran dan
pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program Raskin/Rastra
merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan
keterlibatan berbagai pihak.

Sosialisasi yang dilakukan berjenjang mulai dari forum tingkat Kota
maupun Kecamatan, penyampaiannnya berkisar pada apa yang ada dalam
petunjuk teknis program. Dalam sosialisasi dijelaskan mengenai latar belakang,
sasaran, tujuan dan jumlah alokasi beras yang diterima di Kota Lubuklinggau dan
Kecamatan disampaikan juga permasalahan yang dihadapi dalam rangka
perbaikan kedepan, karena program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun secara
teknis Camat dan Lurah sudah tahu teknis pelaksanaan dan permasalahan yang

dihadapi.
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Mulai dari pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi raskin di tingkat Kota
Lubuklinggau, forum sosialisasi tingkat kecamatan Lubuklinggau Selatan I, forum
tingkat kelurahan dan RT dilaksanakan dengan baik dan lancar berdasarkan azas
komunikasi yang baik sehingga pesan dan mekanisme pelaksanaan mulai dari
sejarah Program Raskin/Rastra, Tujuan, manfaat dan sasaran Program
Raskin/Rastra, Pagu Raskin/Rastra dan Kepesertaan Program Raskin/Rastra,
Aspek kelembagaan Program Raskin/Rastra, terkait pembagian peran dan
tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin/Rastra di
berbagai tingkatan (pusat dan daerah), aspek perencanaan dan penganggaran
Program Raskin/Rastra, mekanisme pelaksanaan Program Raskin/Rastra,
termasuk di dalamnya mekanisme penyaluran beras Raskin/Rastra, Indikator
kinerja Program Raskin/Rastra, mekanisme pengaduan Program Raskin/Rastra
dan ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra dapat
dipahami dan diterima dengan baik oleh stakeholders Program Raskin.

Permasalahan dalam komunikasi Program raskin secara umum dapat
berjalan dengan baik, permasalahan dalam hal komunikasi ini sering terjadi pada
saat penyaluran atau distribusi raskin di tingkat kelurahan. Dari data Penyaluran
raskin hasil laporan Perum Bulog Kota Lubuklinggau per bulan Desember tahun
2016 terjadi keterlambatan penyaluran di beberapa Kelurahan yaitu Perumnas
Rahma dan Jukung. Sedangkan data pada tahun 2015 pada laporan per bulan Juni
tahun 2015 terjadi di Kelurahan Perumnas Rahma, Jukung, Air Kati dan Lubuk
Binjai. Realisasi penyaluran raskin ini merupakan salah satu ukuran kinerja
pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Mayarakat Berpendapatan Rendah.

Beberapa alasan yang dikemukakan keterlambatan dalam penyaluran raskin di
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Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini adalah adanya ketelambatan dalam
penyetoran uang HTR dari RTS-PM kepada Perum Bulog. Hal ini menandakan
adanya komunikasi yang kurang lancar antara Tim Koordinasi Kecamatan,
Kelurahan, Perum Bulog dan pelaksanan distribusi raskin dibeberapa kelurahan

tersebut.

4. Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti
kejujuran, kemauan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Implementasi
program juga membutuhkan dukungan dan sikap positif dari para pelaksana
termasuk implementasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan
rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, karena merekalah yang langsung
berhubungan dengan kelompok sasaran. Sikap pelaksana ini meliputi kemampuan
dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas tertentu untuk
mencapai tujuan program. Tujuan program ini adalah untuk mengurangi beban
pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran — Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam
memenuhi kebutuhan pangan.

Sikap pelaksana yang mendukung program akan menumbuhkan kreativitas
diri para pelaksana itu sendiri sehingga pelaksanaan program akan efektif.
Diterapkannya Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
memperoleh tanggapan yang positif dari para pelaksananya. Hasil dari monitoring |
yang dilakukan oleh TKSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Bpk. Taslim
Sahril, menjelaskan sebagai berikut :

“,.pelaksana program khususnya di tingkat kelurahan dan RT antusias
diiringi dengan sikap yang ingin membantu, apalagi programnya untuk
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masyarakat miskin, walaupun tidak ada insentif khusus terkait pelaksanaan

program, pelaksana di kelurahan melaksanakannya dengan baik dan sesuai

dengan mekanismenya...” (Wawancara dengan Bpk Taslim.S, 07/04/2017)

Disampaikan juga oleh Camat Lubuklinggau Selatan I, Bapak Sarjani
sebagai berikut ;

“..tidak ada insentif khusus bagi pelaksana program raskin di Kelurahan,

namun para pelaksana raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dapat

melaksakannya dengan baik kami sangat apresiasi...” (Wawancara dengan

Bpk Sarjani,30/03/2017)

Sikap partisipatif tidak hanya ditunjukkan pelaksana program sejak dari
perencanaan, sosialisasi, distribusi raskin hingga tahap evaluasi dibuktikan dengan
adanya kelancaran pelaksanaan raskin di Lubuklinggau Selatan I melalui laporan
bulanan dari Perum Bulog, Laporan tiga bulanan dari pemerintah Kota
Lubuklinggau termasuk tim koordinasi raskin Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1.

Hambatan pelaksanaan ditinjau dari sikap pelaksana adalah ketika proses
perubahan daftar penerima manfaat (DPM). Perlu diketahui bahwa pelaksana
Program Raskin di tingkat Kelurahan/RT juga merupakan anggota masyarakat
misalanya Ketua RT sendiri. Terkadang objektivitas dan penilaian Ketua RT
sebagai pemegang wilayah di lingkungannya dalam verifikasi (validasi) data dan
perubahan daftar manfaat (DPM) Program Raskin agak dipertanyakan sehingga
mempengaruhi keputusan di tingkat Kelurahan. Warga yang berhak malah tidak
mendapatkan jatah raskin. Basis data yang digunakan yaitu tahun 2011 dianggap
sudah banyak mengalami perubahan sosial ekonomi. Kurang partisipatifnya
masyarakat dalam penentuan dan seleksi perubahan daftar penerima manfaat bisa

jadi menjadi dalah satu hambatan dalam terlaksananya sasaran dan tujuan raskin

yang tepat sasaran.
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Namun, secara keseluruhan sikap pelaksana yang ditunjukkan dalam
pelaksanaan Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di
Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini mampu mendukung kelancaran program.
Sikap partisipatif dari keselurahan komponen pelaksana mulai dari Tim
Koordinasi Raskin Kota dan Tim Koordinasi Kecamata Lubuklinggau Selatan I
ditunjukkan dengan melaksanakan Program Raskin ini sesuai tahapannya
termasuk dalam menghadapi persoalan yang terjadi ketika Program Raskin ini
berlangsung dengan mekanisme pengaduan sesuai prosedurnya. Hambatan dan
beberapa kekurangan dari pelaksana yang menyebabkan kurang efektifnya
Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I yang ditemui adalah
subjektitas dalam penentuan Daftar Penerima manfaat (DPM) Program Raskin.
Tetapi kesimpulannya, sikap pelaksana dalam melaksanakan tatap-tahap program
ini cukup positif. Namun perbaikan ke depan tentu saja perlu dilakukakan oleh
Tim Koordinasi Raskin Pusat, Tim Koordinasi Raskin Provinsi Sumatera Selatan,
Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau dan Tim Koordinasi Raskin
Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dengan menindaklajuti laporan monitoring

dan evaluasi secara menyeluruh demi perbaikan ke depan.

5. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yakni ketepatan/kecocokan agen pelaksana
yang meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam
pengimplementasian kebijakan publik.

Dalam pelaksanaan Program subisidi beras bagi masyarakat

berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau
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banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya mulai dari tahapan
perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan evaluasinya. Organisasi-organisasi
perangkat daerah maupun BUMN yang terlibat dalam pelaksanaannya antara lain
: Dinas Sosial, Bappedalitbang, Dinas Ketahanan Pangan, Kecamatan, Kelurahan,
Bulog sebagaimana keanggotaannya yang tertuang dalam SK Tim Koordinasi
Raskin Tingkat Kota Lubuklinggau maupun SK Tim Koordinasi Raskin Tingkat
Kecamatan. Agen pelaksana ataupun organisasi perangkat daerah yang terlibat
mulai dari kegiatan tingkat Kota Lubuklinggau hingga Kecamatan Lubuklinggau
Selatan I telah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan
funginya hal ini ditandai dengan adanya kelancaran pelaksanaan program mulai
dari tingkat Kota hingga Kecamatan Lubuklinggau Selatan I pada setiap fase
pelaksanaan yaitu perencanaan; pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial Bpi{. Pauzi, S.Sos, M.Si menjelaskan sebagai
berikut :
“..peranan masing-masing organisasi ataupun perangkat daerah yang
terkait dalam pelaksanaan program raskin ini dimulai dari tahapan
perencanaan hingga evaluasinya menurut kami baik, dengan lancarnya
pelaksanaan program ini sejak tahun 2008 hingga sekarang kami pikir
kinerja masing-masing organisasi baik...” (Wawancara dengan Bpk. Pauzi,
S.Sos, M.Si, 29/03/2017)
Hambatan yang dihadapi terkait dalam pelaksanaannya adalah kurang
optimalnya pembagian tugas pada masing-masing dinas yang memiliki peran pada
keanggotaan Tim Koordinasi raskin tingkat Kota baik pada fungsi pengawasan

dan pengaduan. Dan pembebanan tugas lebih condong kepada leading sektor yaitu
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Dinas Sosial serta Kecamatan maupun Kelurahan yang melaksanakan fungsinya

sebagai sekretariat dan pelaksana di lapangan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Peran kondisi atau lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik dibutuhkan
dalam melihat serta menilai kinerja implementasi publik, yaitu perlu diperhatikan
sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik
yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak
kondusif dapat menjadi biang keladi atau masalah dari kegagalan kinerja
implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan
kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2015, Kecamatan
Lubuklinggau Selatan I adalah salah satu dari 8 (delapan) kecamatan yang berada
di Kota Lubuklinggau dengan populasi penduduk paling rendah dengan
jumlahnya sebanyak 14.894 jiwa. Namun secara jumlah Rumah Tangga dengan
status tingkat kesejahteraan terendah 40% terendah secara Nasional berdasarkan
data BPS pada PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) Tahun 2015,
Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sebagai penyumbang kantong kemiskinan
nomor lima sebanyak 5.533 jiwa dan dengan jumlah rumah tangga 1.433 rumah
tangga terbanyak nomor empat dibandingkan 7 kecamatan lainnya.

Walaupun daerahnya tergolong merupakan daerah sisi terluar yang
terletakdi sebelah Selatan dan didukung bedasarkan fakta di atas ternyata
pelaksanaan bantuan Beras Raskin bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di

Kecamatan Lubuklinggau Selatan I berjalan tanpa adanya hambatan dari pengaruh
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lingkungan sosial. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara
pelaksanaan pembagian beras berjalan dengan lancar tanpa adanya pertentangan
dan konflik yang terjadi di masyarakat. Begitu juga dengan faktor politik, dimana
Pelaksanaan Program Raskin ini telah berjalan sejak tahun 2008, artinya hingga
saat ini Kota Lubuklinggau tengah mengalami kepemimpinan dua Pemimpin
daerah (Walikota) namun pelaksanaan (implementasi) program ini berjalan
dengan lancar dengan dukungan dari segenap stakeholders yang berperan dalam
kelancaran pelaksanaan Program Raskin ini. Baik peran mulai dari kepala daerah,
Dinas, Kecamatan, Kelurahan hingga elemen masyarakat.

Namun memang dari sisi Ekonomi hambatan kerap terjadi baik dari sisi
Pemerintah maupun masyarakat. Dari Pemerintah adanya keterbatasan anggaran
pada APBD, dimana berdasarkan hasil laporan pelaksanaan raskin 2016 dengan
tidak dianggarkannya pagu alokasi beras subsidi (raskin) tambahan dalam APBD
maka terdapatnya hambatan yaitu distribusi beras yang disalurkan dilakukan
dengan sistem bagi rata. Sehingga RTS-PM mendapat jatah raskin yang cukup
variatif yaitu dibawah 15 Kg/rts/bulan berkisar antara 5 kg s/d 10 kg. Selain itu
juga terdapat HTR yang dibayar tidak sesuai dengan besarannya yaitu diatas Rp.
1600,-. Menurut keterangan dari TKSK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Bp.
Taslim Sahril :

“,..ada selisih bayar HTR dengan yang dibayarkan tapi sudah disepakati di

tingkat RT dan warga karena untuk menutupi biaya tambahan trasport

angkut ke titik bagi dan biaya kantung plastik untuk wadah beras, kami
yakinkan warga tidak ada yang mengeluh karena mereka sudah sepakat
dan sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya...” (Wawancara dengan

Bpk Taslim.S, 07/04/2017)

Adanya selisih berasa HTR tersebut dikarenakan adanya biaya tambahan

sukarela berupa transport dari TD ke TB dan biaya wadah (kantung) beras.
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Namun hal tersebut sudah disepakati dan dimusyawarahkan bersama baik di
tingkat Kelurahan maupun tingkat RT. Dari pernyataan dan data yang ada tersebut
nampak bahwa persoalan dana masih menjadi salah satu kendala untuk dapat
mengimplementasikan program, mengingat dana yang disediakan sangat terbatas
dan hanya bergantung kepada APBN.'

Begitu juga dari data Penyaluran raskin hasil laporan Perum Bulog Kota
Lubuklinggau per bulan Desember tahun 2016 terjadi keterlambatan penyaluran
di beberapa Kelurahan yaitu Perumnas Rahma dan Jukung. Sedangkan data pada
tahun 2015 pada laporan per bulan Juni tahun 2015 terjadi di Kelurahan Perumnas
Rahma, Jukung, Air Kati dan Lubuk Binjai. Realisasi penyaluran raskin ini
merupakan salah satu ukuran kinerja pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi
Mayarakat Berpendapatan Rendah. Salah satu alasan yang dikemukakan dalam
keterlambatan dalam penyaluran raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini
adalah adanya ketelambatan dalam penyetoran uang HTR dari RTS-PM kepada

Perum Bulog adalah faktor ekonomi masyarakat atau RTS juga.

D. Pembahasan
Berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian, selanjutnya akan
dilakukan analisis pembahasan dengan mengacu pada konsep implementasi yang
seusuai dengan Kerangka berfikir yang dikembangkan dalam penelitian ini.
Dalam studi implementasi suatu kebijakan bahwa implementasi merupakan suatu
proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau
kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan

fujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
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Dalam menjawab fokus dalam penelitian Implementasi Program subsidi
beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan
I Kota Lubuklinggau ini, maka telah dilakukan pengumpulan data baik data
sinterview) dan studi dokumentasi. Fokus penelitian yang pertama adalah mampu
menjawab proses pelaksanaan (implementasi) program dan yang kedua adalah
dapat mengetahu faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan
pelaksanaan program subsidi beras bagiat masyarakat berpendapatan rendah
(Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau ini.

Dalam proses pelaksanaan (implementasi) program program subsidi beras
bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) di Kecamatan
Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau ini dilakukan dengan dua hal yaitu
pertama, melihat bagaimana kepatuhan pelaksanan atas standard aturan yang ada
dan kedua, berusaha mendeskripsikan apa yang terjadi selama proses
implementasi tersebut. Dari temuan penelitian maka dapat dikatakan bahwa
Implementasi penanaggulangan kemiskinan melalui program subsidi bagi
masyrakat berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota
Lubuklinggau, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan
melihat kepatuhan pelaksana atas pedoman umum, juklak dan juknis serta
mendeskripsikan apa yang terjadi selama proses implementasi berlangseung,

Berdasarkan tahapan-tahapan program sesuai dengan pedoman
pelaksanaan yang ada, para pelaksana telah melaksanakan semua yang tertuang
dalam petunjuk pelaksanaan. Ini terlihat dari hampir semua tahapan-tahapan
proses implementasi telah dilakukan oleh pelaksana program mulai dari

pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan verifikasi penerima bantuan/perubahan daftar
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DPM, pembagian kartu raskin RTS-PM, proses pembagian beras raskin,
mekanisme pengaduan, monitoring dan evaluasi seperti yang tertuang dalam
aturan pelaksanaan. Namun demikian selama pelaksanaan masih terjadi hal-hal
yang belum sesuai dengan harapan, sehingga hasil yang diperolehpun juga belum
bisa maksimal yang disebabkan karena berbagai hal. Akan tetapi setelah
dilaksanakannya segala ketentuan yang harus dilakukan menunjukkan bahwa ada
kepatuhan pelaksana atas aturan pelaksanaan yang ada. Salah satunya adalah
terdapatnya hambatan salah satunya adalah faktor sumber daya. Demikian juga
dengan munculnya berbagai hambatan yang diidentifikasi sebagai factor yang
menjadikan proses implementasi belum memperoleh hasil  seperti yang
diharapkan.

Sementara itu dalam menjawab fokus penelitian yang kedua yaitu dapat.
mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan
pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah
(Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau ini,
peneliti melakukannya dengan melak_ukan analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi, dengan mengacu pada model top
down dari Van Meter & Van Homn. Diantaranya adalah kejelasan standard aturan
dan sasaran, sumber daya, komunikasi, disposisi (sikap pelaksana), karakteristik
agen pelaksana dan Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik.

Secara keseluruhan teori implementasi telah diimplementasikan dengan
cukup baik oleh pihak pelaksana program. Berdasarkan penelitian selama program
ini berjalan, berikut ini adalah faktor-faktor yang mendukung dan yang

menghambat dalam rangkaian pelaksanaan tahapan-tahapan pelaksanaan program
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subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program raskin) di

Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau beserta upaya

pemecahannya adalah sebagai berikut :

1.

Dalam faktor standar dan sasaran kebijakan, adanya kejelasan aturan mulai
dari tingkat Nasional hingga Kabupaten/Kota menjadi faktor yang dapat
mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah khususnya di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.
Dan pemahaman yang cukup baik dari pelaksana program terhadap aturan
yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 sehingga pelaksaan program ini
dapat berjalan dengan lancar. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam
pelaksanaannya terkait dengan faktor ini yaitu ketepatan sasaran penerima
program yang masih perlu divalidasi ulang. Sasaran kebijakan dalam
program raskin ini adalah rumah tangga miskin. Basis data yang
digunakan dalam program ini adalah masih menggunakan data PPLS 2011
(Program Perlindungan Sosial yang diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik
Tahun 2011), hal ini berdasarkan pada buku petunjuk pelaksanaan
Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun
2016 dalam penetapan pagu subsidi bagi masyarakat berpendapatan
rendah di Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Adanya perubahan kondisi
sosial ekonomi tentu saja mempengaruhi kevalidan penerima manfaat.
Adanya permintaan kuota tambahan dari masyarakat yang berhak di
Kelurahan mengakibatkan adanya ketidaksesuain pagu raskin dengan
jumlah RTS-PM. Verifikasi sasaran data penerima manfaat di tingkat

Kelurahan belum menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dalam
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perbaikan pelaksanaan program Raskin ke depan. Dibuktikan dengan
masih adanya sistem bagi rata Beras kepada Rumah Tangga Sasaran.
Rekomendasi yang ditawarkan adalah dengan adanya Verifikasi yang
dilakukan bersama Badan Pusat Statistik yang melibatkan partisipasi
masyarakat dengan menggunakan indikator yang tepat sesuai dengan jenis
program yang ditawarkan. Dan ketegasan dari pihak Kecamatan,
kelurahan, dan RT terkait kuota raskin yang sesuai dengan jumlah
penerimanya. Namun perlu dilakukan evalusi secara berkala oleh pihak
Pemerintah Daerah terkait perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat
yang berhak menerima beras subsidi (raskin).

. Dalam faktor sumber daya yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang
cukup secara kuantitas mulai dari tingkat Kota hingga kelurahan dan RT
dan kualifikasinya yaitu latar pendidikan minimnal SMA dinilai dapat
mendukung kelancaran program subsidi beras di Kecamatan Lubuklinggau
Selatan I ini. Adapun yang menghambat sehubungan dengan faktor
sumber daya ini adalah tidak dianggarkannya pagu alokasi beras subsidi
(raskin) tambahan dalam APBD maka terdapatnya hambatan yaitu
distribusi beras yang disalurkan dilakukan dengan sistem bagi rata.
Sehingga RTS-PM mendapat jatah raskin yang cukup variatif yaitu
dibawah 15 Kg/rts/bulan berkisar antara 5 kg s/d 10 kg. Adanya selisih
berasa HTR tersebut dikarenakan adanya biaya tambahan sukarela berupa
transport dari TD ke TB. Rekomendasi yang ditawarkan adalah dengan
dianggarkannya pagu alokasi beras tambahan melalui APBD Provinsi dan

APBD Kota Lubuklinggau untuk menutupi kekurangan pagu alokasi
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tambahan bagi RTS-PM seiring dengan perubahan kondisi sosial ekonomi
di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan biaya trasport dari TD ke TB.

. Dalam faktor komunikasi yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan
berjenjang mulai dari forum tingkat Kota maupun Kecamatan merupakan
salah satu strategi yang efektif dalam penyampaian ke stakeholders dan
pelaksana program hingga kepada RTS-PM, tentang petunjuk teknis
program, latar belakang, sasaran, tujuan dan jumlah alokasi beras yang
diterima di Kota Lubuklinggau hingga Kecamatan serta penyampaian
permasalahan yang dihadapi dalam rangka perbaikan kedepan menjadi
indikator pendukung dalam pelaksanaan program ini. Hambatan dalam
faktor komunikasi ini terjadi pada saat penyaluran atau distribusi raskin di
tingkat kelurahan yaitu dari data Penyaluran raskin hasil laporan Perum
Bulog Kota Lubuklinggau per bulan Desember tahun 2016 terjadi
keterlambatan penyaluran di beberapa Kelurahan yaitu Perumnas Rahma
dan Jukung. Sedangkan data pada tahun 2015 pada laporan per bulan Juni
tahun 2015 terjadi di Kelurahan Perumnas Rahma, Jukung, Air Kati dan
Lubuk Binjai. Realisasi penyaluran raskin ini merupakan salah satu ukuran
kinerja pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Mayarakat
Berpendapatan Rendah. Beberapa alasan yang dikemukakan keterlambatan
dalam penyaluran raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini adalah
adanya ketelambatan dalam penyetoran uang HTR dari RTS-PM kepada
Perum Bulog. Hal ini menandakan adanya komunikasi yang kurang lancar
antara Tim Koordinasi Kecamatan, Kelurahan, Perum Bulog dan

pelaksanan distribusi raskin dibeberapa kelurahan tersebut. Rekomendasi
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).!ang ditawarkan adalah dengan rapat intensif yang dijadwalkan secara
rutin oleh Tim Koordinasi Kota, Tim Koordinasi Kecamatan dan rapat
pelaksana di tingkat kelurahan yang membahas evaluasi dan solusinya
terkait dengan penyelenggaraan Program Raskin di Kecamatan
Lubuklinggau Selatan 1.

. Dalam faktor disposisi, faktor yang mendukung kelancaran program ini
adalah kemauan pelaksana program yang terdiri dari berbagai komponen
pejabat pemerintahan, stakeholders serta dukungan dalam pelaksanaan
program mulai dari tahapan sosialisasi hingga monitoring dan evaluasi
menjadi faktor positif dalam mendukung pelaksanaan program. Hal
tersebut  ditunjukkan dengan lancarnya pelaksanaan program yang
dilaksanakan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sejak tahun 2008
tanpa adanya penolakan dari Pemerintah maupun masyarakat. Adapun
yang menghambat dalam berhubungan dengan disposisi ini adalah adanya
subjektitas dalam penentuan Dafar Penerima manfaat (DPM) Program
Raskin. Secara prosedural/berdasarkan pedum dan juklaknya verifikasi
data penerima manfaat Program raskin dilakukan jika (1)Adanya penerima
bantuan yang sudah meninggal; (2)Adanya penerima bantuan yang pindah
alamat, dan (3) Adanya penerima bantuan yang sudah tidak layak,
misalnya sudah hidup lebih sejahtera. Jika hal ini terjadi, maka harus ada
perbaikan data penerima bantuan beras subsidi (Program Raskin). Hal
tersebut dapat menjadi celah dalam pengukuran indikator penerima
bantuan. Penggantian nama penerima dilakukan dengan mekanisme berita

acara di Kelurahan cenderung hanya melibatkan aparatur. Rekomendasi
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yang ditawarkan adalah dengan adanya keterliiba;tah dan partisipasi
masyarakat dalam penentuan penggantian RTS-PM atau juga bisa melalui
forum konsultasi publik yang difasilitasi oleh Kecamatan maupun
kelurahan,

. Dalam faktor karakteristik agen pelaksana. Faktor yang mendukung
kelancaran program ini adalah mampunya agen pelaksana ataupun
organisasi perangkat daerah yang terlibat mulai dari kegiatan tingkat Kota
Lubuklinggau hingga Kecamatan Lubuklinggau Selatan I melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan funginya berdasarkan SK Tim
Koordinasi Raskin hal ini ditandai dengan adanya kelancaran pelaksanaan
program mulai dari tingkat Kota hingga Kecamatan Lubuklinggau Selatan
I dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Hambatan yang
dihadapi terkait dalam pelaksanaannya adalah kurang optimalnya
pembagian tugas pada masing-masing dinas yang memiliki peran pada
keanggotaan Tim Koordinasi raskin tingkat Kota baik pada fungsi
pengawasan dan pengaduan. Dan pembebanan tugas lebih condong kepada
leading sektor yaitu Dinas Sosial serta Kecamatan maupun Kelurahan
yang melaksanakan fungsinya sebagai sekretariat dan pelaksana di
lapangan. Rekomendasi yang ditawarkan adalah adanya pembagian tugas
yang proporsional pada setiap bidang yang dilakukan melalui mekanisme
pada satu sistem yang terintegrasi maupun melalui rapat koordinasi dan
evaluasi yang dilakukan secara rutin atau berkala.

. Dalam faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik, faktor yang

mendukung kelancaran program ini adalah dukungan dan kondisi yang
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kondusif baik dari lingkungan sosial dan politik yang ditandai dengan
lancarnya pelaksanaan program raskin di Kecamatan Lubuklinggau
Selatan I tanpa adanya pertentangan dan konflik yang terjadi di
masyarakat adanya dukungan positif dari segenap stakeholders yang
berperan dalam kelancaran pelaksanaan Program Raskin ini, Baik peran
mulai dari kepala daerah, Dinas, Kecamatan, Kelurahan hingga elemen
masyarakat. Hambatan yang timbul memang dari aspek Ekonomi
diantaranya dari Pemerintah sendiri adanya keterbatasan anggaran pada
APBD, yakni tidak dianggarkannya pagu alokasi beras subsidi (raskin)
tambahan dalam APBD serta adanya keterlambatan realisasi penyaluran
raskin karena adanya ketelambatan dalam penyetoran uang HTR dari
RTS-PM kepada Perum Bulog karena faktor ekonomi masyarakat.
Rekomendasi yang ditawarkan adalah peran sentral dari Pemerintah dalam
menjaga kestabilan ekonomi di masyarakat, dioptimalkannya fungsi
kordinasi di masyarakat serta melaksanakan evaluasi yang efektif sehingga
kedepannya hambatan-hambatan yang ada dan dialami oleh masyarakat
terkait pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan
rendah mampu diselesaikan melalui kebijakan penganggaran APBD yang

pro-poor.

Namun walaupun menemui berbagai hambatan dalam implementasi
penanggulangan kemiskinan melalui program subsidi beras bagi masyarakat
berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau

berjalan cukup lancar tanpa adanya konflik (pertentangan) antar pelaksana
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program, stakeholders maupun gejolak di masyarakat, karena berbagai
permasalahan yang ada dalam implementasinya diupayakan pemecahannya di
masing-masing kelurahan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 selama
pelaksanaan program. Dan dari sisi kepatuhan, tahapan pelaksanaan implementasi
Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan
Lubuklinggau Selatan I sudah terlaksana dengan baik walaupun disadari
pelaksanaannya belum mampu dan sepenuhnya menghasilkan tujuan yang
diharapkan karena adanya indikator keberhasilan program raskin yang belum
terpenuhi seperti tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu, dan tepat jumlah yang
mempengaruhi kualitas pelaksanaan program raskin dalam mengurangi beban
hidup masyarakat miskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan pada akhirnya
program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

diharapkan dapat berdaya guna (efektif).
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditank suatu

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Proses Implementasi Penanggulangan Kemiskinan melalui Program
subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kecamatan
Lubuklinggau Selatan 1 secara umum telah dilaksanan sesuai dengan
standard aturan yang berupa buku pedoman umum, juklak dan juknis
ditetapkan. Berdasarkan tahapan-tahapan program sesuai dengan
pedoman pelaksanaan yang ada, para pelaksana telah melaksanakan
semua yang fertuang dalam petunjuk pelaksanaan ini menunjukkan
menunjukkan adanya kepatuban pelaksana pada aturan pelaksanana
yang ada. Ini terlihat dari hampir semua tahapan-tahapan proses
implementasi telah dilakukan oleh pelaksana program mulai dar
pelaksanaan  sosialisasi, pelaksanaan  verifikasi  peperima
bantuan/perubahan daftar DPM, pembagian kartu raskin RTS-PM,
proses pembagian beras raskin, mekanisme pengaduan, monitoring
dan evaluasi seperti yang tertuang dalam aturan pelaksanaan. Namun
demikian selama pelaksanaan masih terjadi hal-hal yang belum sesuai
dengan harapan, sehingga hasil yang diperolehpun juga belumn bisa

maksimal. Ini disebabkan karena berbagai hal, diantaranya adalah :

155
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Penyampaian informasi pelaksanaan sosialisasi di tingkat
Kelurahan dan RT diserahkan kepada Kelurahan masing-masing.
Dalam pelaksanaannya program ini dianggap bersifat rutin dan
tahunan, maka di tingkat Kelurahan, RT dan masyarakat penerima
kegiatan sosialisasi ini tidak dilaksanakan secara optimal karena
RT dan masyarakat dianggap sudah tahu tentang program dan
petunjuk pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan verifikasi perubahan DPM RTS-PM masih
bersifat subjektif, tidak adanya partisipasi masyarakat secara
pelaksanaan.

Tidak difungsikannya kartu raskin sebagai pengendali
pelaksanaan pembagian beras raskin. Manfaat kartu ini
sebenarnya akan mempermudah proses pembagian dan
pengawasannya. Siapa yang menerima, berapa banyak, kapan
menerima dan siapa pelaksana distribusi akan diketahui dengan
adannya kartu ini.

Dalam proses pembagian beras, masih terdapat keterlambatan
penebusan beras, sistem pembagian rata dikarenakan banyaknya
usulan dari warga yang ingin mendapatkan jatah beras sedangkan
namanya tidak terdapat di Daftar penerima manfaat (DPM), beras
yang didapat tidak sesuai dengan jatah beras yang ada dalam
Buku Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan juknis yaitu sebesar 15
Kg per RTS-PM per bulannya dan adanya selisih bayar HTR yang

sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
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- Proses pengaduan pelaksaan program telah dijalankan sesuai
dengan petunjuk pelaksanaan. Aduvan terkait kualitas beras
ditindaklanjuti dengan cepat oleh Perum Bulog setempat sesuai
dengan prosedurnya. Aduan yang bersifat kurangnya kuantitas
beras, HTR dan ketepatan waktu distribusi tidak ditemukan dan
mampu diselesaikan secara musyawarah pada forum tingkat
kecamatan dan kelurahan. Dan dijadikan bahan laporan evaluasi
secara triwulan oleh Tim Koordinasi raskin.

- Pelaksanaan pemantauan atau monitoring dan evaluasi
dilaksanakan dengan tertib dan dilaksanakan secara periodik.
Evaluasi dan pelaporan dituangkan dalam bentuk laporan
menggunakan metode survey yang cakupan materinya telah
ditentukan oleh Kemeterian Sosial yang dapat juga dijadikan
sebagai bahan evalauasi bagi Tim Koordinasi Raskin Kota
Lubuklinggau dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
Lubuklinggau Selatan 1 yang meliputi tahapan pelaksanaan
program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah
(Program Raskin) di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 yaitu
terkait pelaksanaan sosialisasi, pemantauan pelaksanaan program
raskin, penerima raskin yang memiliki KPS/kartu raskin, jumlah
raskin yang diterima, kualitas raskin, harga tebus raskin,
pendistribusian raskin dan kendala pelaksanaan raskin.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi baik yang menjadi faktor

pendukung dan penghambat pada Implementasi Penanggulangan
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Kemikinan melalui Program subsidi beras bagi masyarakat

berpendapatan rendah di Kecamatan Lubuklinggau Selatan [ ini dilihat

dari 6 faktor yaitu diantaranya adalah

- Faktor yang mendukung antara lain;

a. Dalam faktor standar dan sasaran kebijakan, adanya kejelasan

c.

aturan mulai dari tingkat Nasional hingga Kabupaten/Kota
menjadi faktor yang dapat mendukung pelaksanaan Program
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
khususnya di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

Faktor sumber daya yaitu ketersediaan sumber daya manusia
yang cukup secara kuantitas mulai dari tingkat Kota hingga
kelurahan dan RT dan kualifikasinya yaitu latar pendidikan
minimal SMA dinilai dapat mendukung kelancaran program
subsidi beras di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ini.

Dalam faktor komunikasi yaitu adanya sosialisasi yang
dilakukan berjenjang mulai dari forum tingkat Kota maupun
Kecamatan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam
penyampaian ke stakeholders dan pelaksana program hingga
kepada RTS-PM, tentang petunjuk teknis program, latar
belakang, sasaran, tujuan dan jumlah alokasi beras yang
diterima di Kota Lubuklinggaun hingga Kecamatan serta
penyampaian permasalahan yang dihadapi dalam rangka
perbaikan kedepan menjadi indikator pendukung dalam

pelaksanaan program ini.
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d. Dalam faktor disposisi, faktor yang mendukung kelancaran
program ini adalah kemauan pelaksana program yang terdiri
dari berbagai komponen pejabat pemerintahan, stakeholders
serta dukungan dalam pelaksanaan program mulai dari
tahapan sosialisasi hingga monitoring dan evaluasi menjadi
faktor positif dalam mendukung pelaksanaan program. Hal
tersebut ditunjukkan dengan lancarnya pelaksanaan program
yang dilaksanakan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
sejak tahun 2008 tanpa adanya penolakan dari Pemerintah
maupun masyarakat.

e. Dalam faktor karakteristik agen pelaksana. Faktor yang
mendukung kelancaran program ini adalah mampunya agen
pelaksana ataupun organisasi perangkat daerah yang terlibat
mulai dari kegiatan tingkat Kota Lubuklinggau hingga
Kecamatan Lubuklinggau Selatan I melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya sesuai dengan funginya berdasarkan SK
Tim Koordinasi Raskin hal ini ditandai dengan adanya
kelancaran pelaksanaan program mulai dari tingkat Kota
hingga Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dari tahap
perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

f. Dalam faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik, faktor
vang mendukung kelancaran program ini adalah dukungan
dan kondisi yang kondusif baik dari lingkungan sosial dan

politik yang ditandai dengan lancarnya pelaksanaan program
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raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I tanpa adanya
pertentangan dan konflik yang terjadi di masyarakat adanya
dukungan positif dari segenap stakeholders yang berperan
dalam kelancaran pelaksanaan Program Raskin ini. Baik peran
mulai dari kepala daerah, Dinas, Kecamatan, Kelurahan

hingga elemen masyarakat.

- Faktor yang menghambat antara lain:

a.

Hambatan tentang standar dan sasaran kebijakan yaitu standar
kebijakan yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara utuh
dan dan sasaran kebijakan dari program ini (penerima
manfaat) yaitu rumah tangga miskin yang belum tersentuh
secara keseluruhan dan perlu dilakukan pendataan ulang.
Dalam faktor sumber daya adalah tidak dianggarkannya pagu
alokasi beras subsidi (raskin) tambahan dalam APBD yang
memepegaruhi kekurangan pagu alokasi tambahan bagi RTS-
PM seiring dengan perubahan kondisi sosial ekonomi.

Faktor komunikasi yaitu komunikasi yang kurang lancar
antara Tim Koordinasi Kecamatan, Kelurahan, Perum Bulog
dan pelaksanan distribusi raskin dibeberapa kelurahan
sehingga adanya keterlambatan alokasi beras di beberapa
kelurahan.

Faktor disposisi yaitu subjektitas dalam penentuan Dafar

Penerima manfaat (DPM) dalam program Raskin sehingga
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sasaran dan tujuan raskin yang diinginkan kurang tepat
sasaran.

. Hambatan yang dihadapi terkait dalam pelaksanaannya adalah
kurang optimalnya pembagian tugas pada masing-masing
dinas yang memiliki peran pada keanggotaan Tim Koordinasi
raskin tingkat Kota balk pada fungsi pengawasan dan
pengaduan. Dan pembebanan tugas lebih condong kepada
leading sektor yaitu Dinas Sosial serta Kecamatan maupun
Kelurahan yang melaksanakan fungsinya sebagai sekretariat
dan pelaksana di lapangan.

Dalam faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik,
faktor yang menjadi hambatan adalah aspek Ekonomi
diantaranya dari Pemerintah sendiri adanya keterbatasan
anggaran pada APBD, yakni tidak dianggarkannya pagu.
alokasi beras subsidi (raskin) tambahan dalam APBD serta
adanya keterlambatan realisasi penyaluran raskin karena
adanya ketelambatan dalam penyetoran uang HTR dari RTS-

PM kepada Perum Bulog karena faktor ekonomi masyarakat.
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B. Saran

Sejumlah saran diajukan untuk melengkapi hasil penelitian ini,

diantaranya adalah :

1.

Perlu adanya Verifikasi yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik'
yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan menggunakan indikator
yang tepat sesuai dengan jenis program yang ditawarkan. Dan ketegasan
dari pihak Kecamatan, kelurahan, dan RT terkait kuota raskin yang sesuai
dengan jumlah penerimanya. Namun perlu dilakukan evalusi secara
berkala oleh pihak Pemerintah Daerah terkait perubahan kondisi sosial
ekonomi masyarakat yang berhak menerima beras subsidi (raskin).
Dianggarkannya pagu alokasi beras tambahan melalui APBD Provinsi dan
APBD Kota Lubuklinggau untuk menufupi kekurangan pagu alokasi
tambahan bagi RTS-PM seiring dengan perubahan kondisi sosial ekonomi
di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan biaya trasport dari TD ke TB.
Perlu dilakukannya rapat intensif yang dijadwalkan secara rutin oleh Tim
Koordinasi Kota, Tim Koordinasi Kecamatan dan rapat pelaksana di
tingkat kelurahan yang membahas evaluasi dan solusinya terkait dengan
penyelenggaraan Program Raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.
Perlu adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penentuan
penggantian RTS-PM atau juga bisa melalui forum konsultasi publik yang
difasilitasi oleh Kecamatan maupun kelurahan.

Adanya pembagian tugas yang proporsional pada setiap bidang dalam Tim

Koordinasi Raskin yang dilakukan melalui mekanisme pada satu sistem
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yang terintegrasi maupun melalui rapat koordinasi dan evaluasi yang
dilakukan secara rutin atau berkala.

. Peran sentral dari Pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi di
masyarakat, dioptimalkannya fungsi kordinasi di masyarakat serta
melaksanakan evaluasi yang efektif sehingga kedepannya hambatan-
hambatan yang ada dan dialami oleh masyarakat terkait pelaksanaan
program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah mampu

diselesaikan, serta adanya kebijakan penganggaran APBD yang pro-poor.
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara
Implementasi Program
1. Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program.
a. Apakah disampaikan peluncuran sosialisasi subsidi beras bagi masyarakat
berpendapatan rendah (Program Raskin)?
b. Dimana diadakan sosialisasi Program Raskin?
c. Kapan diadakan sosialisasi Program Raskin?
d. Siapa yang menyampaikan sosialisasi Program Raskin?

e. Apayang disampaikan dalam sosialisasi Program Raskin?

2. Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan.
a. Apakah dilaksanakan verifikasi data penerima bantuan di
wilayah saudara?
b. Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya?
c. Variabel-variabel apa yang digunakan untuk verifikasi?

d. Jika tidak melaksanakan verifikasi data, mengapa?

3, Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM.
a. Apakah kartu raskin dibagikan kepada RTS-PM?
b. Kapan diadakan pembagian Kartu raskin tersebut?
c. Siapa yang membagi kartu tersebut?
d. Siapa yang menerima kartu tersebut?

e. Apa saja permasalahan saat pembagian kartu?
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4. Proses pembagian Beras Raskin
a. Apakah ada jadwal pembagian beras raskin?
b. Apakah pembagian raskin dilakukan setiap bulan?
c. Dari mana informasi jadwal tersebut?
d. Dimana Raskin tersebut dibagikan?
e. Bagaimana proses pengambilan beras raskin tersebut?
f. Apa saja persyaratan pengambilan beras raskin tersebut?
g. Berapa harga penebusan beras raskin tersebut?
h. Berapa jatah beras raskin yang didapat?

i. Apa saja permasalahan pada saat pembagian beras raskin?

5. Pengaduan
a. Apakah ada pengaduan untuk kegiatan ini?
b. Bagaimana proses pengaduannya?
c. Bagaimana bentuk pengaduannya?
d. Dimanakah pengaduan dapat dilakukan?

e. Apakah ada tindak lanjut dan rekomendasi dari pengaduan tersebut?

6. Monitoring dan Evaluasi
a. Apakah ada dilakukan pemantauan atau monitoring dari tim koordinasi
kota dan kecamatan?
b. Jika ada, apa saja cakupan pemantauan atau monitoring yang dilakukan?

c. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan?
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Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

a.

Bagaimana ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap
standar pelaksanaan program raskin?

Apakah data RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima raskin sesuai dengan
daftar penerima manfaat yang dikeluarkan oleh Kementrian
Sosial/ TNP2K.

Berapa jumlah raskin yang diterima tiap bulannya?

Berapa biaya tebus yang dikeluarkan untuk raskin yang diterima?

Apakah penebusan raskin dilakukan tiap bulan?

Bagaimana kualitas raskin yang diterima?

2. Sumber Daya

a.

b.

c.

Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin ini?

Bagaimana tingkat pendidikan para pelaksana program?

Bagaimana pemahaman pelaksana program terhadap tujuan, sasaran dan

pelaksanaan program?

Apakah semua unsur tim koordinasi raskin telah melaksanakan pembagian

tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenangnya?

Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi anggaran tambahan

untuk penambahan kuota raskin? |
Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi alokasi anggaran

tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM?
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3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

a.

Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh
pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program
raskin baik Kota maupun Kecamatan?

Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh
pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program
raskin baik Kota maupun Kecamatan?

Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di
Kecamatan/Kelurahan?

Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada
RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan?

Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait dalam
pengelolaan raskin? Apa saja yang dibahas?

Kendala apa yang dihadapi saat koordinasi antara pelaksana program?

4. Disposisi

a. Bagaimana sikap para pelaksana komitmen dan kejujuran dalam hal ini

adalah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam

mendukung pelaksanaan program raskin?

. Apakah para pelaksana program mengetahui tugas yang akan dilakukan

terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan pedum dan juknis program

raskin?
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. Salah satu yang akan mempengaruhi disposisi para pelaksana kebijakan
berkinerja/bekerja dengan baik adalah pemberian insentif. Apakah tim
koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan mendapatkan insentif
terkait program raskin ini?

. Bagaimana kecenderungan pelaksana dalam menghadapi permasalahan

atau pengaduan terkait pelaksanaan raskin ini?

Karakteristik Agen Pelaksana

a. Siapa saja agen pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program

subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin)
ini?

. Bagaimana kinerja dari masing-masing Agen Pelaksana tersebut dalam
mendukung pelaksanaan program raskin ini?

. Bagaimana karakteristiknya, ataupun kecakapannya dalam menjalankan

tugas yang sudah menjadi kewajibannya?

Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

a. Menurut Saudara faktor apa yang pengaruhnya dominan dalam lancar atau

tidaknya pelaksanaan program rakin di daerah Bapak apakah faktor

lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik?

b. Jika ada pengaruhnya, mengapa demikian?

c. Faktor mana yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan

program raskin di dacrah Bapak?
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CATATAN :

Pedoman wawancara ini berkembang dilapangan.
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Lampiran 2, Transkrip Wawancara

1.

2.

Nama Informan 1 : SARJANI

Pekerjaan : Camat Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau

Implementasi Program

1.

Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program.

a.

Apakah disampaikan peluncuran sosialisasi subsidi beras bagi masyarakat
berpendapatan rendah (Program Raskin)?
Ya... Tentu Saja..

. Dimana diadakan sosialisasi Program Raskin?

Tingkat Kota Sosialisasi ini dilaksanakan di ruang rapat Pemkot
Lubuklinggau yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dan Perum Bulog.
Kapan diadakan sosialisasi Program Raskin?

Tingkat Kota dilaksanakan biasanya di awal tahun. Untuk daerah Selatan I,
sosialisasi raskin ini dilaksanakan sesudah tahu pagu alokasi beras untuk
masyarakat miskin di kelurahan dan sudah ada juknisnya. Dengan
mengundang lurah-lurah nantinya beserta perangkatnya yang meneruskan
informasi ini ke RT nya dan masyarakat yang menerima.

. Siapa yang menyampaikan sosialisasi Program Raskin?

Tingkat Kota dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dan Perumn Bulog. Khusus
di Kecamatan di awali dengan penyampaian oleh Camat. Nantinya
diteruskan oleh Lurah, perangkatnya dan terus berjenjang hingga ke RTS
(Rumah Tangga Sasaran)

Apa yang disampaikan dalam sosialisasi Program Raskin?

Terkait dengan mekanisme pelaksanaan sesuai Pedum Raskin dan Evaluasi
Pelaksanaan karena program raskin ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun
jadi tidak ada masalah dalam penyampaian ke masyarakat. Ketika
sosialisasi di Kecamatan sudah terlaksana, lurah dan perangkatnya sendiri
tinggal melaksanakannya sesuai dengan juklak.

Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan.

a.

Apakah dilaksanakan verifikasi data penerima bantuan di
wilayah saudara?

Ya, verifikasi data dilaksanakan dalam bentuk perubahan daftar DPM.
Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya?

Berjalan dengan lancar dan cukup baik, penetapan rumah tangga miskin
dituntut cepat, untuk menghindari gejolak di masyarakat. Sehingga
disadari masih ada kekurangan. Sejak 2012 penganggarannya masih
tergantuk APBN, karena kondisi APBD yang terbatas sehingga tidak
dianggarkan. Berdasarkan musyawarah yang telah dilakukan, Lurah dan
Ketua RT sepakat, nama-nama yang berhak diakomodir dengan
menyerahkan penanganannya di RT. Salah satunya melalui bagi rata di
Iuar daftar penerima manfaat.
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¢. Variabel-variabel apa yang digunakan untuk verifikasi?

Variabel ini awalnya ditentukan oleh BPS karena menggunakan data BPS
tahun 2011. Sesuai mekanisme yang ada diprioritaskan bagi warga yang
kurang mampu dengan melihat rumah yang ditunggu kurang layak,
pendapatan rendah dan memiliki jumlah anggota rumah tangga yang lebih
banyak.

Jika tidak melaksanakan verifikasi data, mengapa?

Tentu saja dilaksanakan, namun dilaksanakan sesuai dengan mekanisme
pada PEDUM dan Juklak mengacu pada daftar DPM.

3. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM.

a.

b.

Apakah kartu raskin dibagikan kepada RTS-PM?
Tidak ada pembagian kartu.
Kapan diadakan pembagian Kartu raskin tersebut?

Siapa yang membagi kartu tersebut?

Siapa yang menerima kartu tersebut?

Jika ada pembagian kartu tersebut tentunya RTS-PM sesuai DPM.
Diketahui bahwa proses pemutakhiran dan verifikasi DPM dilaksanakan
dalam waktu yang cukup singkat. Diakui memang masih ada kekurangan-
kekurangan yang tidak sesuai dengan jukmis, namun tidak mengurangi
aturan secara administrasi rangkaian pelaksanaan program. Saat ini acuan
yang berhak menerima adalah pemegang kartu KPS dan nama-nama RTS
pada DPM. Nama-nama perubahan dituangkan dalam berita acara
musyawarah Kelurahan dan Kecamatan.

Apa saja permasalahan saat pembagian kartu?

Permasalahan umum yang dijumapai pada warga penerima manfaat.
Masih ada warga yang kurang puas terhadap penerima raskin yang
diterima. Yang harusnya menerima malah tidak menerima dan sebaliknya.
Tetapi ada juga warga yang sudah ada di daftar enggan menerimanya
sehingga dalam musyawarah di tingkat Kelurahan dan RT dilakukan
erubahan DPM yang dituangkan dalam berita acara.

4, Proses pembagian Beras Raskin
a. Apakah ada jadwal pembagian beras raskin?

Ada, dimana penyaluran raskin oleh Perum Bulog menunggu SPA dan
kesiapan masing-masing Kecamatan.

Apakah pembagian raskin dilakukan setiap bulan?
Secara mekanismenya pembagian raskin dilakukan tiap bulan. Beberapa
kendala teknis di lapangan mengakibatkan di beberapa wilayah
realisasinya tidak tepat waktu.

Dari mana informasi jadwal tersebut?

Informasi terhadap jadwal pembagian raskin, diarahkan dan
dikondisikan di Kelurahan.

Dimana Raskin tersebut dibagikan?

Titik bagi ditentukan berdasarkan kesepakatan di tingkat Kelurahan,
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€. Bagaimana proses pengambilan beras raskin tersebut?

Pengambilan beras dapat dilakukan melalui atau setelah dilakukannya
pembayaran oleh Rumah tangga sasaran. Dapat dibayar langsung ke
kelurahan. HTR diserahkan ke kecamatan untuk ditransfer ke rekening
Bulog lewat Bank.

f. Apa saja persyaratan pengambilan beras raskin tersebut?

Persyaratan penerima harus termasuk dalam daftar DPM atau nama
pengganti yang dituangkan dalam berita acara (BA).

g. Berapa harga penebusan beras raskin tersebut?

Berdasarkan ketentuan harga tebus raskin adalah Rp. 1600,-

h. Berapa jatah beras raskin yang didapat?

Berdasarkan ketentuan beras raskin yang diperoleh tiap rumah tangga
sasaran adalah 15 Kg beras

i. Apa saja permasalahan pada saat pembagian beras raskin?

Daftar penerima manfaat, harga tebus raskin, jatah beras yang didapat
dan ketidaktepatan waktu dalam penyaluran.
5. Pengaduan
a. Apakah ada pengaduan untuk kegiatan ini?
Tentu saja ada.

b. Bagaimana proses pengaduannya?

Pengaduan raskin dijalankan sesuai dengan juklak dan juknisnya yang ada,
semua aduan masyarakat di Kecamatan Lubuklinggau Selata I secepatnya
diakomodir. Sesuai dengan SK Walikota tentang Pembentukan Tim
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan bantuan beras bagi masyarakat
miskin berkedudukan di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau. dan sejauh ini
pelaksanaannya cukup kondusif.

c. Bagaimana bentuk pengaduannya?

Bentuk pengaduan dapat terkait dengan indikator keberhasilan program
raskin. Terkait DPM. Harga tebus, jumlah beras yang diterima dan
kualitas beras.

d. Dimanakah pengaduan dapat dilakukan?
Pengaduan dilakukan secara berjenjang dan bertahap. Posko pengaduan
sesuai SK Tim Koordinasi raskin berada di dinas sosial.

e. Apakah ada tindak lanjut dan rekomendasi dari pengaduan tersebut?

Tindak lanjut terkait kualitas berasyang tidak sesuai, pihak Kecamatan
dan Kelurahan ketika ada aduan masyarakat, akan dilakukakan dan
disurati secara administrasi ke Dinas Sosial dan ditembuskan ke Bulog
untuk mendapatkan penggantian secepatnya. Terkait dengan materi
aduan lain juga akan dimasukkan dalam pelaporan dan evaluasi dari
Kecamatan dan menunggu tindak lanjut dari Tim Koordinasi Raskin
Kota, Provinsi dan Nasional.

6. Monitoring dan Evaluasi
a. Apakah ada dilakukan pemantauan atau monitoring dari tim koordinasi

kota dan kecamatan?
Ya, ada tentu saja.
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b. Jika ada, apa saja cakupan pemantauan atau monitoring yang dilakukan?

Cakupan pemantau dan monitoring yang dilakukan yaitu dilakukan sesuai
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pengendalian terhadap
materi-materi dan indikator-indikator yang menunjang keberhsilan
pelaksanaan raskin, terkait dengan kualitas beras, HTR, waktu distribusi
dan pembagian, daftar DPM/sasaran dan lain-lainnya yang dilaksanakan
secara berkala.

Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan?

Dalam pelaksanaannya proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh
Tim Koordinasi Raskin Kota dan Kecamatan. Selaku sekretariat Tim
Koordinasi program raskin di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dibantu
oleh aparat Kelurahan dan RT dan Tim dari TKSK Kecamatan
Lubuklinggau Selatan I dalam memonitoring dan nantinya hasil pantauan
di lapangan akan disampaikan dalam hal ini oleh pelaksana distribusi
raskin jika ada kendala di lapangan melalui mekanisme yang telah
ditetapkan ke Dinas Sosial.

Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program
1. Standar dan Sasaran Kebijakan

a. Bagaimana ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap
standar pelaksanaan program raskin?
Baik, acuan pelaksanaan program dilaksanakan sesuai dengan Pedum,
Juklak dan Juknisnya. Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan umum
terkait berbagai indikator keberhasilan

b. Apakah data RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima raskin sesuai dengan
daftar penerima manfaat yang dikeluarkan oleh Kementrian
Sosial/TNP2K?
Dasar penerima manfaat adalah data PPLS 2011 oleh Badan Pusat
Statistik, tentu saja dari tahun 2011-2016 telah mengalami perubahan dan
dilakukan verifikasi sesuai dengan petunjuk.

c¢. Berapa jumlah raskin yang diterima tiap bulannya?
Dalam pedoman umum, juklak dan juknisnya adalah 15 kg/rts/bulan.

d. Berapa biaya tebus yang dikeluarkan untuk raskin yang diterima?
Dalam pedoman umum, juklak dan juknisnya adalah Rp. 1600,-/Kg.

e. Apakah penebusan raskin dilakukan tiap bulan?
Tidak dilakukan tisp bulan di beberapa kelurahan dikarenakan adanya
kendala faktor komunikasi di lapangan.

f. Bagaimana kualitas raskin yang diterima?
Cukup baik.

2. Sumber Daya

a. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin ini?

b.

Semua Tim Koordinasi Raskin Kota dan Tim Koordinasi Raskin
Kecamatan.

Bagaimana tingkat pendidikan para pelaksana program?

Cukup baik, ditandai dengan pemahaman tim koordinasi raskin kecamatan
yang baik dengan lancamnya pelaksanaan program raskin di Kecamatan
Lubuklinggau Selatan I.
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Bagaimana pemahaman pelaksana program terhadap tujuan, sasaran dan'
pelaksanaan program?
Baik, semua mekanisme dan tahapan berjalan dengan lancar,

. Apakah semua unsur tim koordinasi raskin telah melaksanakan pembagian

tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenangnya?

Ya, menurut kami tim koordinasi raskin telah bertugas dengan cukup baik
dan sesuai dengan kewengannya.

Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi anggaran tambahan
untuk penambahan kuota raskin?

Tidak ada penambahan anggaran untuk penambahan kuota raskin,

Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi anggaran tambahan
untuk biaya distribusi ke RTS-PM?

Tidak ada alokasi anggaran tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM.

3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

a.

Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh
pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program
raskin bajk Kota maupun Kecamatan?

Ya.. Ada

Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/’komunikasi internal oleh
pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program
raskin baik Kota maupun Kecamatan?

Dilaksanakan setelah dilaksanakannya sosialisasi dan peluncuran program
raskin di awal tahun oleh Tim koordinasi raskin kota.

Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di
Kecamatan/Kelurahan?

Ya. Ada

Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi’komunikasi eksternal kepada
RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan?

Dilaksanakan setelah sosialisasi tingkat kota dan sudah ada pedum juklak
dan juknisnya serta kuota raskin di kecamatan.

Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait dalam
pengelolaan raskin? Apa saja yang dibahas?

Baik, membahas evaluasi pelaksanaan program raskin.

Kendala apa yang dihadapi saat koordinasi antara pelaksana program?
Terkadang memang didapatkan kendala koordinasi antar pelaksana
program, namun juga terkadang RTS-PM sehingga menurut evaluasi dan
laporan realisasi raskin di beberapa kelurahan terkadang mengalami
keterlambatan distribusi beras.

4, Disposisi :
a. Bagaimana sikap para pelaksana komitmen dan kejujuran dalam hal ini

adalah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam
mendukung pelaksanaan program raskin?

Cukup baik.
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. Apakah para pelaksana program mengetahui tugas yang akan dilakukan

terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan pedum dan juknis program
raskin?

Ya, tahapan-tahapan dilaksanakan sesuai prosedur.

Salah satu yang akan mempengaruhi disposisi para pelaksana kebijakan
berkinerja/bekerja dengan baik adalah pemberian insentif. Apakah tim
koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan mendapatkan insentif
terkait program raskin ini?

Tidak ada, tidak ada insentif khusus bagi pelaksana program raskin di

Kelurahan, namun para pelaksana raskin di Kecamatan Lubuklinggau

Selatan I dapat melaksanakannya dengan baik dan sangat diapresiasi.

. Bagaimana kecenderungan pelaksana dalam menghadapi permasalahan

atau pengaduan terkait pelaksanaan raskin ini?
Baik, dilaksanakan sesuai tahapan dan mekanismenya.

Karakteristik Agen Pelaksana

a.

Siapa saja agen pelaksana (organisasi) yang terlibat dalam pelaksanaan
program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program
Raskin) ini? ,

Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, tentu saja peranan dari
Pemerintah Daerah tentunya yang mendukung kelancaran dalam
pelaksanaan program raskin ini, mulai dari peranan dinas sosial dalam
sekretariat Tim Koordinasi Raskin, Bappedalitbang, Dinas Ketahanan
Pangan, Perum Bulog, Kecamatan hingga Kelurahan tentunya sebagai
pelaksana di lapangan, :

Bagaimana kinerja dari masing-masing Agen Pelaksana tersebut dalam
mendukung pelaksanaan program raskin ini?

Baik, namun memang kecenderungan pelaksanaannya terlihat peranan
yang dominan dari Dinas Sosial, Perum Bulog, Kecamatan dan Kelurahan.
Bagaimana karakteristiknya, ataupun kecakapannya dalam menjalankan
tugas yang sudah menjadi kewajibannya?

Semua satker pelaksana program dapat menjalankan kewajiban, tugas dan
tanggung jawabnya dengan baik.

Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

a.

Menurut Saudara faktor apa yang pengaruhnya dominan dalam lancar atau
tidaknya pelaksanaan program rakin di daerah Bapak apakah faktor
lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik?

Semua faktor baik lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik akan
mendukung kelancaran pelaksanaan program raskin.

. Jika ada pengaruhnya, mengapa demikian?

Kami pikir faktor ekonomi yang banyak kita hadapi menjadi kendala dan
hambatan dalam pelaksanaan program raskin.

Faktor mana yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan
program raskin di daerah Bapak?

Lingkungan Sosial dan Politik kami nilai baik dan kondusif, kami pikir
tidak ada masalah dalam pelaksanaannya sehubungan dengan kondisi
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sosial dan politik, faktor ekonomi yang banyak kita hadapi menjadi
kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program rask ini.




1.

2.
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Nama Informan 2 : PAUZI, S.Sos, M.Si |

Pekerjaan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial

Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program.

a.

Apakah disampaikan peluncuran sosialisasi subsidi beras bagi masyarakat
berpendapatan rendah (Program Raskin)?
Ya, memang disampaikan peluncuran sosialisasi Program Raskin.

. Dimana diadakan sosialisasi Program Raskin?

Untuk tingkat kota dilaksanakan di ruang rapat Pemerintah Kota
Lubuklinggau.

Kapan diadakan sosialisasi Program Raskin?

Dilaksanakan di awal tahun.

Siapa yang menyampaikan sosialisasi Program Raskin?

Sosialisasi ini dilaksanakan mulai dari tingkat Pusat/Menko PMK, tingkat
Provinsi, tingkat kab./kota, dan kecamatan yang dilaksanakan secara
berjenjang. Di tingkat Kota dilaksanakan oleh Dinsos dihadiri oleh Kepala
kansilog Bulog, Camat, bappeda, TKSK, Bagian perckonomian dan
dipimpin oleh Sekda Kota Lubuklinggau. Camat akan meneruskannya ke
Lurah wilayahnya masing-masing.

Apa yang disampaikan dalam sosialisasi Program Raskin?

Dalam sosialisasi ini disampaikan alokasi beras yang diterima di Kota
Lubuklinggau serta permasalahan yang dihadapi dalam rangka perbaikan
ke depan, karena program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun secara
teknis Camat dan Lurah sudah tahu teknis permasalahannya.

Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan.

a.

Apakah  dilaksanakan  verifikasi data penerima bantuan di
wilayah saudara?

Diinformasikan penerima bansos (raskin) dari tahun 2012-2016
menggunakan data PPLS 2011 divalidasi oleh BPS yang diolah oleh Pusat
Data Terpadu di TNP2K dan Kemensos. Hingga 2016 basis datanya
masih menggunakan PPLS 2011. Direncanakan tahun 2017 dinamakan
rastra akan menggunakan basis data terpadu (BDT) 2015 yang
validasinya telah dilaksanakan pada tahun 2015. Kedepannya diharapkan
tepat sasaran.

Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya?

Verifikasi yang dilakukan dibarapkan sesuai dengan juklak dan juknis
(DPM). Permasalahan yang ada adalah penggantian nama secara berkala
adalah akan ada kegaduhan di masyarakat. Karena memang dari kuota
yang ada dialokasikan tahunan pasti kurang, sedangkan permintaan di
masyarakat terus ada.

Variabel-variabel apa yang digunakan untuk verifikasi?

Sesuai DPM, dalam penggantian RTS berdasarkan pada anggota rumah
tangga yang memiliki jumlah lebih besar dan lebih diprioritaskan lagi jika
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ada balita dan anak usia sekolah, Kepala Rumah tangga yang ditempati
kurang layak dan memiliki penghasilan rendah dan tidak tetap.

Jika tidak melaksanakan verifikasi data, mengapa?

Dilaksanakan, sesuai mekanisme (juklak dan juknis), dari daftar DPM di
data siapa yang meninggal, pindah alamat dan sudah tidak layak.

3. Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM.

a.

Apakah kartu raskin dibagikan kepada RTS-PM?

Kartu raskin diterapkan sejak awal program ini diluncurkan. Basis data
penerimanya berbeda. Tahun 2008-201!1 menggunakan PPLS 2008
divalidasi BPS. Tahun 2012-2016 menggunakan PPLS 2011, nantinya
pada tahun 2017 akan mulai menggunakan data PBDT 2015, informasinya
data penerima raskin pada tahun 2017 akan meningkat dari tahun
sebelumnya 9441 RTS.

Kapan diadakan pembagian Kartu raskin tersebut?

Awal periode penyaluran program raskin ini sekretariat berada di bawah
bagian perekonomian Setda Kota Lubuklinggau. Sepengetahuan kami
memang saat itu dibagikan kartu raskin sebagai pengenal penerima
manfaat program. Di tahun 2015 dan 2016 bagi penerima yang termasuk
dalam daftar DPM. Program raskin akan diinformasikan langsung kepada
RTS dengan membawa KPS. Karena pemilik KPS pastinya juga akan
menerima raskin ini. Saat ini kami tidak menggunakan kartu raskin.

Siapa yang membagi kartu tersebut?

Tim Koordinasi Raskin Kota Lubuklinggau jika ada.

Siapa yang menerima kartu tersebut?

Rumah tangga sasaran (RTS) penerima manfaat yang terdaftar dalam DPM.
Apa saja permasalahan saat pembagian kartu?

Jumlah rumah tangga miskin yang tidak tercover dalam daftar DPM.

Proses pembagian Beras Raskin
a.

Apakah ada jadwal pembagian beras raskin?

Penjadwalan pembagian beras disesuaikan dengan juklak. Namun
pembagiannya menunggu distribusi dari Perum Bulog berdasarkan SPA
dari Pemerintah Kota, nantinya Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO
beras untuk masing-masing kecamatan. Penjadwalan tidak dijelaskan
secaraa tegas.

Apakah pembagian raskin dilakukan setiap bulan?

Pembagian raskin memang dilakukan setiap bulan. Keterlambatan
biasanya terjadi di awal tahun. Dikarenakan masih menunggu juklak dan
penetapan SK Gubernur tentang pagu raskin Kab./Kota dan Kecamatan.
Dari mana informasi jadwal tersebut?

Penjadwalan pembagian berasal dari kelurahan masing-masing.

Dimana Raskin tersebut dibagikan?

Raskin dibagikan di titikk bagi (TB). TB ditentukan berdasarkan
kesepakatan di kelurahan, biasanya disepakati di RT masing-masing.
Bagaimana proses pengambilan beras raskin tersebut?

Walikota menernitkan SPA kepada Bulog berdasarakan Pagu raskin
dengan rincian di masiang-masing Kecamatan dan Kelurahan. Pada waktu
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akan didistribusikan ke TD Bulog berdasarkan SPA menerbitkan
SPPB/DO untuk masing-masing wilayah kecamatan/kelurahan. Apabila
ada kelurahan yang menunggak pembayaran HTR pada periode
sebelumnya maka penerbitan SPPB/DO ditangguhkan sampai pelunasan.
Penyerahan beras raskin kepada RTS dilakukan oleh pelaksana distribusi
kelurahan dengan melihat berdasarkan DPM.

Apa saja persyaratan pengambilan beras raskin tersebut?

Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM yang terdapat dalam data DPM
atau pengganti dan biasanya adalah pemegang kartu KJS (Kartu Jaminan
Sosial). -

Berapa harga penebusan beras raskin tersebut?

HTR berdasarkan ketentuan Rp. 1600,-/Kg.

Berapa jatah beras raskin yang didapat?

Jatah beras raskin yang diterima RTS berdasarkan ketentuan adalah 15 Kg
beras/rts.

Apa saja permasalahan pada saat pembagian beras raskin?
Permasalahannya adalah terkait HTR di atas Rp. 1600,-. Ketidaksesuaian
harga beras dan beras yang diterima di masyarakat memang ada
berdasarkan laporan yang 'kami terima dari TKSK Kecamatan
Lubuklinggau Selatan [ tetapi terkait harga dan beras yang diterima tiap
rumah tangga memang sudah didiskusikan baik di forum kecamatan,
kelurahan maupun ketua RT, masyarakat dan sampai sejauh ini berjalan b

5. Pengaduan

a.

b.

Apakah ada pengaduan untuk kegiatan ini?

Pastinya ada.

Bagaimana proses pengaduannya?

Mekanisme pengaduan yang dilakuakan masyarakat dapat dilakukan
secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, kelurahan dan kecamatan sampai
ke bidang pengaduan yang berposko di Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
Jikapun ada masyarakat yang melakukan pengaduan ke Dinas Sosial akan
ditampung. Hasil pengaduan ini akan dijadikan bagian dari laporan Tim
Koordinasi Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tingkat
Kota Provinsi dan seterusnya.

Bagaimana bentuk pengaduannya?

Bentuk pengaduan dapat berupa materi-materi yang berhubungan dengan
indikator raskin yaitu ketepatan sasaran, jumlah, harga, waktu,
administrasi dan ketepatan kualitas.

Dimanakah pengaduan dapat dilakukan?

Pengaduan dapat dilakukan secara bertahap dan berjenjang tau melalui
posko pengaduan di Dinas Sosial, dan sistem pengaduannya juga dapat
melalui website. Sistem pengelolaan pengadua program subsidi beras
bagi masyarakat berpendapatan rendah sudah dapat diakses secara
langsung melalui website Kementrian Sosial.

Apakah ada tindak lanjut dan rekomendasi dari pengaduan tersebut?
Pengaduan yang diterima akan disampaikan ke Tim Koordinasi raskin
Provinsi, Aduan yang sifatnya data RTS-PM yang berasal dari Kemensos
dan TNP2K, ketepatan penerima manfaat akan mempengaruhi
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keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan, Dalam forum-forum
tingkat provinsi dan Nasional sering kita menyampaikan hal ini, tidak
hanya terkait Program raskin dan perlindungan sosial lainnya. Aduan
kualitas beras langsung disampaikan ke Bulog dan dianggap sangat
kooperatif.

6. Monitoring dan Evaluasi

a. Apakah ada dilakukan pemantauan atau monitoring dari tim koordinasi
kota dan kecamatan?
Ya, jelas ada.

b. Jika ada, apa saja cakupan pemantauan atau monitoring yang dilakukan?
Monev dilakukan untuk memastikan proses pelaksanaan raskin dapat.
berjalan dengan baik. Evaluasi dilaksanakan untuk bahan pertimbangan
dan perbaikan ke depan agar program yang dilaksanakan dapat berjalan
dengan baik.

¢. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan?

Proses monev yang dilaksanakan tiap-tiap kecamatan akan disamapaikan
ke Dinas Sosial Kota Lubuklinggau. Pelaksanaan monev yang
dilaksanakan dalam bentuk laporan TKSK di Kecamatan dilakukan per
Triwulan dan disampaikan ke Dinsos. Hasil pelaksanaan monitoring
pelasanaan tersebut akan dilaporkan juga melalaui website kemensos.

Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program
1. Standar dan Sasaran Kebijakan |

a. Bagaimana Kketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap

standar pelaksanaan program raskin?
Kinerja pelaksanaan cukup baik, dalam pelaksanaan program ini kami
monotoring dan lakukan evaluasi. Pemahaman pelaksana program mulai
dari kecamatan hingga tingkat RT kami rasa cukup baik, tidak ada konflik
dan kericuhan di masyarakat. Karena program ini sduah dilaksanakan
bertahun-tahun.

b. Apakah data RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima raskin sesuai dengan
daftar penerima manfaat yang dikeluarkan oleh Kementrian
Sosial/TNP2K?

Tidak sama, karena telah mengalami proses perubahan DPM sesuai
mekanismenya.

¢. Berapa jumlah raskin yang diterima tiap bulannya?

Sesuai juklak dan juknis 15 Kg/RTS/bulan.

d. Berapa biaya tebus yang dikeluarkan untuk raskin yang diterima?
Sesuai juklak dan juknis Rp. 1600/kg.

e. Apakah penebusan raskin dilakukan tiap bulan?

Dibeberapa kelurahan tidak dilakukan tiap bulan.
f. Bagaimana kualitas raskin yang diterima?
Cukup baik.
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2. Sumber Daya

a. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin ini?
Tim koordinasi raskin tingkat kota dan tingkat kecamatan. Dan satker terkait
seperti dinas sosial, Perum Bulog, kecamatan, kelurahan, petugas distribusi,
ketua RT, TKSK dan masyarakat penerima raskin.

b. Bagaimana tingkat pendidikan para pelaksana program?
Tingkat pendidikan para pelaksana program variatif. Rata-rata tim
koordinasi raskin di tingkat Kota hingga pelaksansa di Kecamatan memiliki
latar belakang pendidikan yang baik, seminimalnya adalah SMA. Dan hasil
evaluasi kami, pengadministrasian di Kelurahan berjalan baik dan tidak ada
kendala.

c. Bagaimana pemahaman pelaksana program terhadap tujuan, sasaran dan
pelaksanaan program?
Tingkat pemahaman cukup baik, terhadap tujuan, sasaran dan pelaksanaan
program karena program ini sudah dilaksanakan sejak lama.

d. Apakah semua unsur tim koordinasi raskin telah melaksanakan pembagian
tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenangnya?
Pembagian, tugas, fungsi dan wewenang telah dilaksanakan sesuai pedoman
oleh pelaksana program. Tahapan-tahapan pelaksanaan program
dilaksanakan secara baik.

e. Apakah pemerintah daecrah menganggarkan alokasi anggaran tambahan
untuk penambahan kuota raskin?
Tidak ada alokasi anggaran tambahan untuk kuota raskin pada APBD Kota
Lubuklinggau.

f. Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi alokasi anggaran
tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM?

" Tidak ada alokasi anggaran tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM.
Pengangkutan ke titik distribusi dibantu oleh Perum Bulog, sedangkan dari t
Titik distribusi ke titik bagi dilaksanakan berdasarkan sukarela dari warga
dan melalui kesepakatan.

3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

a. Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh
pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program
raskin baik Kota maupun Kecamatan?

Komunikasi telah dilaksnakan sejak sosialisasi atau peluncuran raskin
tingkat Kota dan kecamatan yang dilaksanakan oleh masing-masing
kecamatan.

b. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh
pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program
raskin baik Kota maupun Kecamatan?

Sosialisasi di Kotadilaksanakan di awal tahun. Pelaksanaan di kecamatan
dilaksanakan setelah dilaksanakan di tingkat kota.

c. Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di
Kecamatan/Kelurahan? '

Ya, sosialisasi kepada Rumah tangga sasaran penerima manfaat
dilaksanakan dan diserahkan kepada kelurahan dan RT masing-masing
sesuai mekanisme dan kondisi yang memungkinkan.
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Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada
RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan?

Di Kecamatan dilaksanakan sekali setelah pelaksanaan sosialisasi di
tingkat Kota. Untuk tingkat kelurahan mekanismenya dan
penyampaiannya diserahkan kepada kelurahan dan RT masing-masing,
Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait dalam
pengelolaan raskin? Apa saja yang dibahas?

Cukup baik, biasanya membahas tentang evaluasi pelaksanaan raskin di
Kecamatan.

Kendala apa yang dihadapi saat koordinasi antara pelaksana program?
Pada umumnya pelaksanaan koordinasi antar pelaksana program berjalan
dengan lancar. Namun terkadang di beberapa kelurahan terdapat kendala
koordinasi yang mengakibatkan lambatnya penyaluran beras di beberapa
kelurahan.

4. Disposisi

a.

Bagaimana sikap para pelaksana komitmen dan kejujuran dalam hal ini
adalah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam
mendukung pelaksanaan program raskin?

Baik secara umum.

Apakah para pelaksana program mengetahui tugas yang akan dilakukan
terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan pedum dan juknis program
raskin?

Ya, dibuktikan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan program raskin di
Kecamatan berjalan dengan cukup baik.

Salah satu yang akan mempengaruhi disposisi para pelaksana kebijakan
berkinerja/bekerja dengan baik adalah pemberian insentif. Apakah tim
koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan mendapatkan insentif
terkait program raskin ini?

Tidak ada secara khusus.

. Bagaimana kecenderungan pelaksana dalam menghadapi permasalahan

atau pengaduan terkait pelaksanaan raskin ini?
Cukup partisipatif, tahapan evaluasi dijalankan sesuai mekanismenya.

5. Karakteristik Agen Pelaksana

a.

Siapa saja agen pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program
subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin)
ini?

Tentu saja semua yang tergabung dalam Tim Koordinasi raskin baik
tingkat Kota dan Kecamatan. Organisasi-organisasi perangkat daerah
maupun BUMN yang terlibat dalam pelaksanaannya antara lain : Dinas
Sosial, Bappedalitbang, Dinas Ketahanan Pangan, Kecamatan, Kelurahan,
Bulog sebagaimana keanggotaannya yang tertuang dalam SK Tim
Koordinasi Raskin Tingkat Kota Lubuklinggau maupun SK Tim
Koordinasi Raskin Tingkat Kecamatan.
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b. Bagaimana kinerja dari masing-masing Agen Pelaksana tersebut dalam
mendukung pelaksanaan program raskin ini?
Baik, semua stakeholders menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.
Terkait kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya seperti masalah
koordinasi antar stakeholders memang kami rasakan.

¢. Bagaimana karakteristiknya, ataupun kecakapannya dalam menjalankan
tugas yang sudah menjadi kewajibannya?
Peranan masing-masing organisasi ataupun perangkat daerah yang terkait
dalam pelaksanaan program raskin ini dimulai dari tahapan perencanaan
hingga evaluasinya menurut kami baik, dengan lancarnya pelaksanaan
program ini sejak tahun 2008 hingga sekarang kami pikir kinerja masing-
masing organisasi baik.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

a. Menurut Saudara faktor apa yang pengaruhnya dominan dalam lancar atau
tidaknya pelaksanaan program rakin di daerah Bapak apakah faktor
lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik?
Tentu saja kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik akan mendukung
kelancaran pelaksanaan program raskin. Satu sama lain akan saling
mempengaruhi.

b. Jika ada pengaruhnya, mengapa demikian?
Faktor ekonomi kerap dihadapi karena menyangkut kemampuan ekonomi
masyarakat. Kenaikan harga serta pemenuhan kebutuhan dasar yang
menjadi prioritas masyarakat miskin, kerap menjadi penghambat dalam
penenbusan beras (raskin).

¢. Faktor mana yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan
program raskin di daerah Bapak?
Seperti yang kami sampaikan tadi ekonomi masyarakat miskin menjadi
kendala yang menghambat dalam pelaksanaan program dan lingkup sosial
dan politik menjadi pendukung ditandai dengan lancarnya pelaksanaan
program ini sejak tahun 2008.
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Nama Informan 3 : Bapak Ali

Pekerjaan : Bagian Distribusi kansilog Bulog Lubuklinggau

elaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan

Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program.

a,

Apakah disampaikan peluncuran sosialisasi subsidi beras bagi masyarakat
berpendapatan rendah (Program Raskin)?
Ya, setiap tahun ada,

. Dimana diadakan sosialisasi Program?

Tim Koordinasi kota melaksanakannya di Ruang rapat pemerintah Kota
Lubuklinggau.

Kapan diadakan sosialisasi Program Raskin?

Dilaksanakan di awal tahun, setelah mendapatkan pedum dan juklak dan
mengetahui gambaran alokasi kuota raskin di Kota Lubuklinggau.

Siapa yang menyampaikan sosialisasi Program Raskin?

Dinas sosial dan Perum Bulog juga menjadi salah satu narasumbernya.
Apa yang disampaikan dalam sosialisasi Program Raskin?

Setiap tahun dan sesuai pedumnya di tingkat pemerintah kota kita hadir
sebagai bagian dari tim koordinasi raskin dan furut menjelaskan hal teknis
tentang mekanisme penyaluran dan kuota alokasi raskin yang kami terima
dari Kementrian Sosial dan SK Gubernur tentang pagu alokasi raskin.

Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan.

a.

d.

Apakah  dilaksanakan verifikasi data penerima bantuan di
wilayah saudara?

Untuk menjawabnya sebaiknya mungkin bisa ke Dinas Sosial atau
Pemda.

Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya?

Sepengetahuan kami, beras raskin yang disalurkan di kelurahan adalah
menjadi tanggung jawab keurahan d wilayahnya terkait dengan
pelaksanaan verifikasi dan penetapan data penerima manfaat raskin ini
harus melalui musdes/muskel.

Variabel-variabel apa yang digunakan untuk verifikasi?

Pemkot Lubuklinggau selaku sekretariat tim koordinasi raskin mungkin
bisa menjelaskan lebih teknis.

Jika tidak melaksanakan verifikasi data, mengapa? -

Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM.
a. Apakah kartu raskin dibagikan kepada RTS-PM?-

b

. Kapan diadakan pembagian Kartu raskin tersebut?-
. Siapa yang membagi kartu tersebut?-

c
d. Siapa yang menerima kartu tersebut?-

c

. Apa saja permasalahan saat pembagian kartu?-
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4. Proses pembagian Beras Raskin

a.

Apakah ada jadwal pembagian beras raskin?

Jadwal yang pasti tergantung pihak pemerintah kota untuk
menentukannya setelah beras raskin sudah siap untuk dibagikan dalam
hal ini pihak bulog sudah mengirimkan beras ke titik distribusi.

Apakah pembagian raskin dilakukan setiap bulan?

Dalam laporan realisasi raskin, masih terdapat beberapa kelurahan yang
penyalurannya tidak dapat dilakukan tiap bulan.

Dari mana informasi jadwal tersebut?

Kecamatan dan kelurahan.

Dimana Raskin tersebut dibagikan?

Di titik bagi yang ditentukan oleh kecamatan dan kelurahan,

Bagaimana proses pengambilan beras raskin tersebut?

Peran bulog sebagai penyedia raskin dalam pendistribusiannya, dasar
rpendistribusian oleh perum bulog adalah SPA dari walikota nantinya
berdasarkan Spumah A maka perum bulog menerbitkan SPPB/DO beras
untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan yang sesuai
dengan SPPB/DO dan tentunya HTR tidak ada yang macet.

Apa saja persyaratan pengambilan beras raskin tersebut?

Tentu saja RTS penerima manfaat yang berhak yang terdaftar dalam
DPM atau DPM perubahan.

Berapa harga penebusan beras raskin tersebut?

Sesuai ketentuan Rp. 1.600.-/Kg.

Berapa jatah beras raskin yang didapat?

15 kg beras /rumah tangga sasaran.

Apa saja permasalahan pada saat pembagian beras raskin?

Rumah tangga sasaran berhak menebus 15kg/rts/bln. Ketidaksesuaian
rumah tangga sasaran diserahkan ke Pemkot, pihak Bulog hanya
menyampaikan besaran pagu dan alokasi beras, terkait ada yang
menerima di bawah 15 kg, diserahkan sepenuhnya kepada Pemkot. Jika
ada Rumah tangga miskin di luar DPM dianggapp berhak maka dapat
dianggarkan oleh APBD. Keterlambatan penebusan beras di awal tahun
mengalami keterlambatan karena masih menunggu Pedum yang
dikeluarkan oleh Pusat dan keterlambatan yang terjadi pada tahun
seelumnya akibat penyetoran HTR yang terlambat dari pihak kelurahan.

5. Pengaduan

a.

b.

o0

Apakah ada pengaduan untuk kegiatan ini?

Tentu ada.

Bagaimana proses pengaduannya?

Untuk proses dan mekanisme pengaduan mungkin dapat lebih teknis
dijelaskan oleh Dinas Sosial.

Bagaimana bentuk pengaduannya?-

Dimanakah pengaduan dapat dilakukan?-

Apakah ada tindak lanjut dan rekomendasi dari pengaduan tersebut?-
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6. Monitoring dan Evaluasi

a.

Apakah ada dilakukan pemantauan atau monitoring dari tim koordinasi
kota dan kecamatan?

Lebih jelas secara teknis ke Pemkot Lubuklinggau. _
Jika ada, apa saja cakupan pemantauan atau monitoring yang dilakukan?
Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan?-

Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program
Standar dan Sasaran Kebijakan

1.

a.

Bagaimana ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap
standar pelaksanaan program raskin?

Cukup batk.

Apakah data RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima raskin sesuai dengan
daftar penerima manfaat yang dikeluarkan oleh Kementrian
Sosial/TNP2K?

Penerima yang berhak sesuai dengan DPM.

Berapa jumlah raskin yang diterima tiap bulannya? (sudah jelas)

Berapa biaya tebus yang dikeluarkan untuk raskin yang diterima? (sudah
jelas)

Apakah penebusan raskin dilakukan fiap bulan?

Dibeberapa kelurahan tidak dilakukan tiap bulan.

Bagaimana kualitas raskin yang diterima?

Kami menilai yang kami salurkan kualitasnya cukup baik.

2. Sumber Daya
a. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin ini?

3.

Semua tim koordinasi raskin,

b. Bagaimana tingkat pendidikan para pelaksana program?

c.

Baik

Bagaimana pemahaman pelaksana program terhadap tujuan, sasaran dan
pelaksanaan program?

Kami angpap baik, mualai dari tahapan validasi penerima raskin,
pendistribusian beras kepada Rumah tangga sasaran hingga mekanisme
dijalankan dengan baikdan sesuai dengan mekanisme pada juklak.

. Apakah semua unsur tim koordinasi raskin telah melaksanakan pembagian

tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenangnya?

Ya, tugas dan fungsi dijalankan dengan baik.

Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi anggaran tambahan
untuk penambahan kuota raskin? Tidak ada.

Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi alokasi anggaran
tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM? Tidak ada.

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

a.

Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh
pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program
raskin baik Kota maupun Kecamatan?

Ya, ada.




43427 .pdf

Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh
pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program
raskin baik Kota maupun Kecamatan?

Secara kuantitas kami tidak dapat menjawabnya, yang pasti ada.

Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di
Kecamatan/Kelurahan?

Ya, ada.

Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada
RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan?

Kami serahkan kepada pelaksana Pemerintah Kota.

Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait dalam
pengelolaan raskin? Apa saja yang dibahas?

Kami sering membahas waktu pelaksanaan penebusan raskin dari
pemerintah daerah ke Bulog, hambatan serta kendala yang ada.

Kendala apa yang dihadapi saat koordinasi antara pelaksana program?
Kendala yang dihadapi akan lebih jelas jika dijawab oleh pemerintah
daerah.

4. Disposisi

a.

Bagaimana sikap para pelaksana komitmen dan kejujuran dalam hal ini
adalah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam
mendukung pelaksanaan program raskin?

Pemerintah daerah yang lebih tahu akan hal ini.

Apakah para pelaksana program mengetahui tugas yang akan dilakukan
terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan pedum dan juknis program
raskin?

Kami pikir cukup baik pemahamannya.

Salah satu yang akan mempengaruhi disposisi para pelaksana kebijakan
berkinerja/bekerja dengan baik adalah pemberian insentif. Apakah tim
koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan mendapatkan insentif
terkait program raskin ini?

Pihak Pemerintah daerah akan lebih baik menjawab hal ini.

Bagaimana kecenderungan pelaksana dalam menghadapi permasalahan
atau pengaduan terkait pelaksanaan raskin ini?

Aduan yang ada ke kami jika ada kualitas beras yang tidak sesuai akan
kami ganti secepatnya jika ada laporan. Terkait hal lain bisa minta
keterangan kepada Pemerintah daerah.

5. Karakteristik Agen Pelaksana

a.

Siapa saja agen pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program
subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin)
ini?-

Bagaimana kinerja dari masing-masing Agen Pelaksana tersebut dalam
mendukung pelaksanaan program raskin ini?-

Bagaimana Kkarakteristiknya, ataupun kecakapannya dalam menjalankan
tugas yang sudah menjadi kewajibannya?-
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Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

a. Menurut Saudara faktor apa yang pengaruhnya dominan dalam lancar atau
tidaknya pelaksanaan program rakin di daerah Bapak apakah faktor
lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik?-

b. Jika ada pengaruhnya, mengapa demikian?-

c. Faktor mana yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan
program raskin di daerah Bapak?-




L.

2.
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Nama Informan 4 : Sudarso, S.IP

Pekerjaan : Sekretaris Lurah Kelurahan Rahma Kec. Llg Sel.

Pelaksanaan sosialisasi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah (Program Raskin) yang dilakukan oleh pelaksana program.

a.

Apakah disampaikan peluncuran sosialisasi subsidi beras bagi
masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin)?

Ya, ada.

Dimana diadakan sosialisasi Program Raskin?

Sosialisasi di Kecamatan lubuklinggau selatan I dilaksanakan di kantor
Kecamatan, biasanya dilaksanakan di awal tahun.

Kapan diadakan sosialisasi Program Raskin?

Di awal tahun triwulan pertama sesudah keluarnya daftar penerima dan
pagu alokasi beras raskin. Di Kecamatan disampaikan oleh Camat dan
dibantu oleh dinas sosial dan dikelurahan disampaikan ke RT daftar

. penerimanya juga.

Siapa yang menyampaikan sosialisasi Program Raskin?

Di kota oleh tim koordinasi raskin kota, begitu juga di kecamatan oleh
tim koordinasi raskin kecamatan. Setelah di kecamatan dilakh sanakan.
Disampaikan lagi oleh kelurahan ke perangkat RT.

Apa yang disampaikan dalam sosialisasi Program Raskin?

Materi-materi yang berhubungan dengan Pedumn dan juklak pagu raskin
dan evaluasi pelaksanaan. Setiap tahun di kelurahan juga menerima
juklak dan akan dilaksanakan oleh aparatur kelurahan. Di kelurahan
sosialisasi tidak dilaksanakan secara formal karena merupakan program
tahunan maka RT dan masyarakat penerima sudah mengerti programnya.

Pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan.

a.

C.

d.

Apakah  dilaksanakan verifikasi data penerima bantuan di
wilayah saudara?

Ya, kami laksanakan.

Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya?

Pelaksanaan verifikasi berjalan baik dengan persyaratan sesuai dengan
pedoman yang ada.

Variabel-variabel apa yang digunakan untuk verifikasi?

Yang pasti kami melihat warga yang kurang mampu yang diprioritaskan.
Jika tidak melaksanakan verifikasi data, mengapa?

Kami laksanakan sesuai petunjuk yang ada.

Pembagian Kartu Raskin kepada RTS-PM.

a.

o Re o

Apakah kartu raskin dibagikan kepada RTS-PM?

Tidak ada pembagian kartu, kami mengacu pada DPM yang ada.
Kapan diadakan pembagian Kartu raskin tersebut?-

Siapa yang membagi kartu tersebut?-

Siapa yang menerima kartu tersebut?-

Apa saja permasalahan saat pembagian kartu?-
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Proses pembagian Beras Raskin

a.

b.

Apakah ada jadwal pembagian beras raskin?

Ada, kami jadwalkan.

Apakah pembagian raskin dilakukan setiap bulan?
Kami akui memang terkadang ada kondisi-kondisi yang kurang
memungkinkan pembagian tidak dilakukan tiap bulan,

Dari mana informasi jadwal tersebut?

Kami yang menjadwalkan.

Dimana Raskin tersebut dibagikan?

Di titik bagi yang telah kami tetukan (kelurahan). Seperti pada tahun-
tahun sebelumnya beras raskin yang sudah didistribusikan ke Titik
distribusi yaitu kelurahan akan diambil oleh ketua RT setelah dilakukan
pemeberitahuan dari kelurahan, tentunya dengan syarat HTR sudah
diselesaikan semua di kelurahan sesuai dengan pagu dan jumlah yang
telah ditetapkan dan ketua Rt juga akan menjadi petugas distribusi ke
Rumah tangga sasaran di wilayahnya.

Bagaimana proses pengambilan beras raskin tersebut?

(sudah jelas).

Apa saja persyaratan pengambilan beras raskin tersebut?

Kami bagi sesuai daftar DPM maupun perubahan DPM.

Berapa harga penebusan beras raskin tersebut?

Rp. 1600,-/kg.

Berapa jatah beras raskin yang didapat?

15 Kg beras sesuai ketentuan.

Apa saja permasalahan pada saat pembagian beras raskin?

Terkadang kami akui adanya ketidaktepatan waktu dalam penyaluran
karena kondisi teknis kepada warga.

Pengaduan

a.

b.

Apakah ada pengaduan untuk kegiatan ini?

Ada Pak.

Bagaimana proses pengaduannya?

Pengaduan yang ada ke kami akan segera kami tindaklanjuti tergantung
jenis aduannya. Kami juga koordinasikan ke Kecamatan dan sekretariat
pengaduan di dinas sosial.

Bagaimana bentuk pengaduannya?

Pengaduan yang kami terima biasanya dapat berupa harga tebus, jumlah
beras yang diterima dan kualitas beras.

. Dimanakah pengaduan dapat dilakukan?

Pengaduan dapat dilakukan di Kelurahan, kecamatan maupun melalui
Dinas Sosial.

. Apakah ada tindak lanjut dan rekomendasi dari pengaduan tersebut?

Pastinya setiap aduan dari masyarakat akan kami bantu untuk
ditindaklanjuti.
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6. Monitoring dan Evaluasi

a.

Apakah ada dilakukan pemantauan atau monitoring dari tim koordinasi
kota dan kecamatan?

Ada, Pak.

Jika ada, apa saja cakupan pemantauan atau monitoring yang dilakukan?
Kelurahan pastinya melakukan monitoring untuk lingkup kelurahan agar
memastikan pelaksanaan program terlaksana dengan baik.

Bagaimana proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan?

Monitoring dan evaluasi secara berkala dilaksanakan oleh tim dari dinas
sosial.

Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program
1. Standar dan Sasaran Kebijakan

a.

Bagaimana ketaatan dari implementator (pelaksana) program terhadap
standar pelaksanaan program raskin?

Baik Pak.

Apakah data RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima raskin sesuai
dengan daftar penerima manfaat yang dikeluarkan oleh Kementrian
Sosial/TNP2K?

Kami bagikan sesuai dengan DPM yang ada.

Berapa jumlah raskin yang diterima tiap bulannya?

(Cukup jelas)

Berapa biaya tebus yang dikeluarkan untuk raskin yang diterima?

(Cukup jelas)

Apakah penebusan raskin dilakukan tiap bulan?

(Cukup jelas)

Bagaimana kualitas raskin yang diterima?

Cukup baik.

Sumber Daya
a.

Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin ini?

Di kelurahan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik, semua tim
pelaksana bekerja dengan cukup baik.

Bagaimana tingkat pendidikan para pelaksana program?

Karena pelaksana nya RT, sepengetahuan kami tingkat pendidikannya baik
rata-rata minimal lulusan SMA.

Bagaimana pemahaman pelaksana program terhadap tujuan, sasaran dan
pelaksanaan program?

Program ini sudah dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya, kami kira
para pelaksana di kelurahan ini sudah sangat mengerti dengan baik.
Apakah semua unsur tim koordinasi raskin telah melaksanakan pembagian
tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenangnya?

Benar Pak. '

Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi anggaran tambahan
untuk penambahan kuota raskin?

Setahu kami tidak Pak.
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Apakah pemerintah daerah menganggarkan alokasi alokasi anggaran
tambahan untuk biaya distribusi ke RTS-PM?

Tidak ada juga setahu kami.
Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

a. Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh
pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program
raskin baik Kota maupun Kecamatan?

Dari kecamatan kami dapat informasinya.

b. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi internal oleh
pelaksana/pengelola program dalam hal ini adalah tim koordinasi Program
raskin baik Kota maupun Kecamatan?

Tidak menentu, yang pasti di awal peluncuran program semua kelurahan
dikumpulkan.

¢. Apakah dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada RTS-PM di
Kecamatan/Kelurahan?

Ada Pak.

d. Berapa kali biasanya dilaksanakan sosialisasi/komunikasi eksternal kepada
RTS-PM di Kecamatan/Kelurahan?

Sesuai kondisinya. ‘

€. Bagaimana pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait dalam
pengelolaan raskin? Apa saja yang dibahas?

Koordinasi kami ke kecamatan, dinas sosial maupun perum bulog cukup
baik.

f. Kendala apa yang dihadapi saat koordinasi antara pelaksana program?
Kendala-kendala lama kami hadapi seperti kurangnya kuota beras,
karena dinamika di lapangan adanya mutasi penduduk dari luar mereka
melaporkan sebagai warga miskin.

Disposisi
a. Bagaimana sikap para pelaksana komitmen dan kejujuran dalam hal ini

adalah tim koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam
mendukung pelaksanaan program raskin?

Baik Pak.

Apakah para pelaksana program mengetahui tugas yang akan dilakukan
terkait dengan pelaksanaan sesuai dengan pedum dan juknis program
raskin?

Kami pikir pelaksana program cukup baik.

Salah satu yang akan mempengaruhi disposisi para pelaksana kebijakan
berkinerja/bekerja dengan baik adalah pemberian insentif. Apakah tim
koordinasi raskin baik kota/kecamatan/kelurahan mendapatkan insentif
terkait program raskin ini?

Tidak ada Pak.

. Bagaimana kecenderungan pelaksana dalam menghadapi permasalahan

atau pengaduan terkait pelaksanaan raskin ini?
Baik Pak sesual mekanismenya.
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5. Karakteristik Agen Pelaksana

a.

Siapa saja agen pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program
subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin)
ini?-

Bagaimana kinerja dari masing-masing Agen Pelaksana tersebut dalam
mendukung pelaksanaan program raskin ini?-

Bagaimana karakteristiknya, ataupun kecakapannya dalam menjalankan
tugas yang sudah menjadi kewajibannya?-

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

d.

Menurut Saudara faktor apa yang pengaruhnya dominan dalam lancar
atau tidaknya pelaksanaan program rakin di daerah Bapak apakah faktor
lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik?-

Jika ada pengaruhnya, mengapa demikian?-

Faktor mana yang menjadi penghambat dan pendukung dalam
pelaksanaan program raskin di daerah Bapak?-
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